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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang 

rnelimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan 

thmokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah dimiliki itu belum 

mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, 

s3hingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global 

dewasa mi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan 

dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai 

ctari merumuskan kebijakan hingga implementasi kebijakan dalam berbagai 

sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan 

tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu 

memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan 

tigas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok 

PNS profesional seperti itu perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur 

pelatihan.Selama mi pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik 

penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah 

5.ulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional. 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan 

Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa 

percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk 

membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme 

dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, 

dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan 

sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan tenmntegrasi, yaitu 
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penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran kiasikal dan 

nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan 

peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, 

serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan 

manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang 

professional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, 

diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam 

rrelaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, 

playan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai 

dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini 

memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital 

economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau 

dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan 

tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun 

regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan 

renting dalam proses pelayanan public dalam masyarakat, merupakan aset 

regara yang perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk 

newujudkan hal itu,diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai 

awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya. 

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep 

Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat 

tarintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan 

penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang 

ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar 

CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN 

dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan 

bersikap, bertindak profesional, serta mengelola tantangan dan masalah 

keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of 

government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS 

berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik 
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Inionesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagal 

pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS. 1  

B. DASARHUKUM 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Permenpan RB nomor 27 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional 

Asisten Perisalah Legislatif. 

Persekjen DPR RI nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif. 

Persekjen DPR RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kompetensi Jabatan 

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif. 

"Peraturan Lembaga Administrasi Negara Repubtik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil" diperoleh dari Website Sipka LAN RI: 
ittps://sipka.Ian.go.id/download/file?path=public%2Fkebijakan&name1548760096  237898699.pdfPa 

a Tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI 

A. VlSI, MISI, DAN TUJUAN UNIT KERJA 

adanya visi, misi dan tujuan merupakan hal penting untuk menjalankan 

kegiatan dalam organisasi tersebut. Visi, misi, dan tujuan Biro Persidangan 

merupakan turunan dari Renstra Deputi Bidang Persidangan. Visi, Misi, dan 

tujuan ml merupakan pegangan dan dioperasionalkan oleh seluruh seluruh 

SDM Biro Persidangan I dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk 

mendukung kegiatan persidangan komisi dan Persidangan Paripurna DPR 

F:I. Visi, misi, dan tujuan terdapat pada bagian dibawah ini. 2  

l'jIIiI 

vlsi 

•Terwujudnya dukungan 
persidangan Komisi dan 
Persidangan Paripurna 
yang profesional dan 
akunthel 

TUJUAN 

•Mewujudkan dukungan 
rapat dan tata usaha 
dalam pelaksanaan fungsi 
DPR RI di bidang Legislasi, 
Bidang Anggaran, dan 
Bidang Pengawasan 

•Mewujudkan dukungan 
rapat dan tata usaha 
dalam pelaksanaan 
Persidangan Paripurna 

• Mewujudkan kebijakan 
penyelenggaraan dukungan 
persidangan di Komisi dan 

Persidangan Paripurna 

• Meningkatkan 	 • Meningkatkan 	 Meningkatkan 

dukungan rapat dan 	 dukungan rapat 	 kebijakan 

tata usaha 	 dan tata usaha 	 penyelenggaraan 

pelaksanaan Fungsi 	 pelaksanaan 	 persidangan di 

DPR RI di Bidang 	 Persidangan 	 Komisi dan 
Legislasi, Bidang 	 Paripurna 	 Persidangan 

Anggaran, dan Bidang 	 Paripurna 

Pengawasan 

Bagan 21 Visi, Misi, dan Tujuan Biro Persidangan I 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintoh Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal 
Jewan Perwaki/on Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.(Sekretariat Jenderal Dewan 

erwakiIan Rakyat Republik Indonesia: 2019) hIm. 7-8 
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B STRUKIUR ORGAN ISASI 

PIMPINAN DPR RI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
	

BADAN KE.AHLIAN 

DEPUTI 

PERSIDANGAN 

KEPALA BIRO 
PERSIDANGAN I 

KABAG. SET, 
KOMISI I s.d. XI 

KABAG 	 KABAG. 	I I FUNGSIONAL 
PERSIDANGAN I 	BAGIAN 	I Perisalah Legislati! 

PARIPURNA 	RISALAH 	 AhIi Mdya 

Perisatah LegislatilAhh Muda 

Pensalah LegisatifAhI' Pertarna 

Asisten Perisalah Legislatif Penyelia 

Asisten Perisalah Legislatil Mahir 

Asjten Peris.atah LegisIatf Terampil 

Penyusun Risalalj 

Anatis Tata Usaha 

Pengolab Data 

Pnadmintrasi Urflun 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Biro Persidangan I 
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C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Rformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, dijelaskan di Pasal Lima 

dalam BAB IV mengenai Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan. 3  

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu 

melaksanakan kegiatan di bidarig persiapan penyusunan risalah legislatif, 

yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hash 

transkrip legislatif" 

Sementara itu men urut Pasal 7 dalam peratu ran yang sama, dijelaskan 

u -aian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif sesuai 

d3ngan jenjang jabatannya. Untuk uraian kegiatan jenjang jabatan Asisten 

Perisalah Legislatif Terampil meliputi: 4  

Melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat dewan per masa sidang, 

Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis tempat rapat 

sebelum melakukan kegiatan perekaman rapat, 

Mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan rekaman rapat, 

Melakukan kegiatan penyusunan kodefikasi dan pemberian label pada 

kaseticompact disk/media rekam, 

Menyusun rencana kerja sesuai denganjadwal rapat per masa sidang, 

Menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam rangka 

pelaksanaan rapat, 

3 'Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Fomor 27 Tahun 2017 tentangJabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif" diperoleh dan 
'.'/ebsite Direktoratiendera/ Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HakAsasi 
Manusia: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1418-2017.pdf  pada Tanggal 2 

ptember 2019 Pukul 09,06 WIB, 
4 lbid., 

Melakukan perekaman rapat dengan kaset berdasarkan: 

a. rapat dengan waktu singkat, 
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rapat dengan waktu sedang, dan 

rapat dengan waktu lama 

8. Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam suara digital 

berdasarkan: 

rapat dengan waktu singkat, 

rapat dengan waktu sedang, dan 

rapat dengan waktu lama; 

9. Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam audio visual 

berdasarkan: 

rapat dengan waktu singkat, 

rapat dengan waktu sedang, dan 

rapat dengan waktu lama. 

10. Melakukan perekaman rapat dengan alat voice to text berdasarkan 

rapat dengan waktu singkat, 

rapat dengan waktu sedang, dan 

rapat dengan waktu lama. 

11 . Melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan urutan, nama, dan jumlah 

pembicara rapat berdasarkan: 

rapat dengan waktu singkat, 

rapat dengan waktu sedang, dan 

rapat dengan waktu lama. 

12. melakukan validasi terhadap labeling rekaman. 

13.melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi urutan dan nama 

pembicara rapat. 

14.mengindentifikasi waktu dan klarifikasi nama pembicara rapat. 
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15.menyusun serta melengkapi tambahan data dan bahan rapattertulis. 

16.menyerahkan hasil rekaman rapat dilengkapi bahan rapat dan data 

pendukung untuk dHakukan transkrip. 

17.melakukan alih media rekaman dari alat kerja rumit. 

18.melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman. 

19.melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat. 

20. mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip. 

21.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Indonesia dari alat 

kerja sederhana: 

berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman, 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman, 

5)jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman, dan 

berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman, 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman; dan 

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman. 
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22.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Indonesia dari alat 

kerja rumit: 

berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman. 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman. 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman. 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman, dan, 

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman, dan 

berdasarkan kualitas basil rekaman kurang jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

2)jumlah halamantranskrip rapat5l sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman, 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman, dan, 

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman; 

23. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah dari alat kerja 

sederhana: 

a. berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampal dengan 50 halaman, 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman, 
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4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampal dengan 200 

halaman, dan, 

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman: 

b. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas: 

jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

jumlah haaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman. 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman. 

5)jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 hataman. 

24. melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah dari alat kerja 

rumit: 

a. berdasarkan kuaitas hasil rekaman jelas: 

1) jumiah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 

halaman, 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman, dan, 

5)jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 hala man. 

b. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas: 

1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman, 

2)jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman, 

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150 
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halaman, 

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200 

halaman, 

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman. 

25. melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip rapat. 

26.melakukan penyimpanan transkrip rapat. 

melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi bahan rapat dan data 

pendukung sebagai bahan pembuatan risalah sementara. 

menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang meliputi: 

bulanan, 

triwulan, 

semester, dan 

tahunan. 

29.menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat 

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang meliputi: 

bulanan, 

triwulan, 

semester, 

tahunan. 

30.menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis 

atau alat kelengkapan dewan. 

31. menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang meliputi: 

bulanan, 

triwulan, 
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semester, dan 

tahunan. 

32.menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat 

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang meUputi: 

butanan. 

triwulan. 

semester, dan 

tahunan. 

D. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, Kedudukan Dan Peran ASN Dalam NKRI 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar mi bertujuan sebagai penguatan nilai-

nilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh 

selurub ASN, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu 

dan Anti Korupsi (ANEKA), serta kedudukan dan peran ASN daam NKRI yaitu 

Whole Of Government, Managemen ASN dan Pelayanan Publik. Berikut Nilai-

nilai dasar profesi ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang meliputi 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi 

(ANEKA) serta Whole Of Government, Managemen ASN dan Pelayanan Publik: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi 

untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang 

PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut: 

Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik 

kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, 

kelompok, dan pribadi; 

Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah 

keterlibatan PNS dalam politik praktis; 

Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 
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d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan 

sebagai penyelenggara pemerintahan. 

Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang mencangkup 

beberapa hal antara lain: 

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) 

Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) 

Akuntabilitas 	membutuhkan 	 adanya 	 laporan 

(Accoun tabiityrequiresreporting) 

Akuntabilitas 	 memerlukan 	 konsekuensi 

(AccountabiityismeaninglesswithoutconseqUenceS) 

Akuntabi litas mem perbaiki kinerja (Accountabilityimprovesperformance) 

Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 

a. Untuk menyediakan kontrol demokratis 

b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 

c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

Nilai-nilai dasar yang terkandung pada aspek akuntabilitas antara lain 

Jujur 

Transparan 

Integritas 

Tanggungjawab (responsibilitas) 

Keadilan 

Kepercayaan 

Keseimbangan 

Kejelasan target 

I) Konsisten 

j) Partisipatif 

2. Nasionalisme 

Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan 

satu identitas sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme 

Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan Warga Negara Indonesia 
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terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. 

Dengan adanya nilai-nilai Pancasila diharapkan setiap ASN memiliki rasa 

nasionalisme yang kuat dan lebih memikirkan kepentingan publik, bangsa dan 

negara dibanding kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. 

Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain 

Religius 

Amanah 

Disiplin 

Non Diskriminasi 

Saling Menghormati 

Persamaan Derajat 

Mencintai sesama manusia 

Rela Berkorban 

I) Menjaga Ketertiban 

Kerja Sama 

Cinta Tanah Air 

I) Musyawarah 

m)Kekeluargaan 

Kepentingan Bersama 

Hidup Sederhana 

Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya. 

Kerja Keras 

Menghargai karya orang Lain 

Menghormati Keputusan Bersama 

Tenggang Rasa 

3. Etika Publik 

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan 

dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka 

menjalankan tanggungjawab pelayanan publik. 

Nilai-nilai dasar etika publik antara lain 

a) Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila 
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Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945 

Profesional 

Tidak berpihak 

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 

Non diskriminatif 

Beretika luhur 

Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public 

Memberikan pelayanan dengan jujur, tanggap, cepat, tepat dan akurat 

Berdaya guna dan berhasil guna 

Santun dalam berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerjasama 

I) Transparan 

m)Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 

n) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 

a) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karir 

4. Komitmen Mutu 

Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas seseorang, maka dan 

itu untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan 

sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut 

adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain: 

Bekerja dengan berorientasi pada mutu 

Inovatif 

Selalu melakukan perbaikan mutu 

Membangun komitmen pegawai untukjangka panjan 

Membangun kerjasama kolegial antarpegawai yang dilandasi kepercayaan 

dan kejujuran 

Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun 

eksternal 

Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan 

(zerowaste), sejak memulai setiap pekerjaan 

Efektif dan efisien dalam bekerja 
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5. Anti Korupsi 

Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya 

diri sendiri maupun golongan. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain 

Jujur 

Peduli 

Mandiri 

Disiplin 

Tanggungjawab 

Kerja Keras 

Sederhana 

Berani 

Adil 

6. Whole of government 

WOG merupakan suatu upaya dalam sistem pemerintahan yang bersatu 

dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

WOG juga memiliki pemahaman yakni suatu pendekatan penyelenggaraan 

pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dan 

keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang Iebih luas di pemerintahan. 

7. Managemen ASN 

Vlsi UU ASN adalah mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional, 

melayani dan sejahtera.Misi UU ASN adalah memindahkan ASN dari comfort 

zone ke competitive zone. 

Tujuan utama UU ASN antara lain: 

Independensi dan netralitas 

Kompetensi 

Kinerja atau produktifitas kerja 

Integritas 

Kesejahteraan 

Kualitas pelayanan publik 

Pengawasan 
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8. Pelayanan publik 

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 

yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi masyarakat. 

Terdapat 7 sikap pelayanan prima, yakni 

Passionate (bersemangat) 

Progressive (memakain cara terbaik) 

Proaktive (antisipatif, tidak menunggu) 

Promth (positif, tanpa curiga) 

Patience (sabar) 

Proporsional (tidak mengada-ada) 

Functional (tepat waktu) 
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BAB Ill 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. IDENTIFIKASI ISU 

1. Belum adanya pedoman laporan pembuatan transkripsi rapat 

secara baku 

Masalah 

Dalam penyusunan transkripsi rapat yang dilakukan oleh 

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum ada laporan 

secara formal yang tertulis dan mudah untuk dibaca mengenal hasil 

pengolahan transkrip rapat. Selama mi, proses pengolahan 

transkrip rapat hanya dilakukan secara mandiri tanpa adanya 

pedoman laporan mengenai proses penyuntingan yang dilakukan 

oleb Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Terampil 

kepada Asisten Perisalah Legislatif Penyelia. 

Penyebab 

Alur koordinasi dalam kondisi 18ai ka yang terjadi saat mi di 

Bagian Risalah belum optimal dilakukan sesuai dengan pembagian 

tugas dan fungsi berdasarkan Permenpan RB Nomor 27 Tahun 

2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif 

sehingga belum ada tata cara yang jelas mengenai pedoman 

laporan yang seharusnya dilakukan oleh Asisten Perisalah Legislatif 

Terampil kepada Asisten Perisalah Legislatif Penyelia. 

Kondisi yang Diharapkan 

Kondisi yang diharapkan terjadi dari isu tersebut adalah 

dapat mempercepat penyusunan transkripsi rapat yang dibuat 

dengan penjelasan secara detail sehingga ketika laporan diberikan 

kepada Jabatan Fungsional yang lebih tinggi yakni Asisten 

Perisalah Legislatif Penyelia, maka akan dapat dengan mudah 

dilakukan proses validasi hasil transkripsi rapat tersebut. 
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iv. Dampak 

Tanpa pembuatan pedoman laporan transkrip tidak 19ai 

memenuhi mekanisme kerja sesuai dengan Permenpan tersebut. 

2. Belum adanya pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

yang baku 

1. Masalah 

Hasil-hasil pekerjaan dari transkripsi saat mi tidak 

terkoordinasi dengan baik dalam hal penyimpanan. Hanya 

beberapa dokumen transkripsi rapat yang dikumpulkan dan 

disimpan dalam bentuk softcopy yang berisi transkripsi rapat dalam 

bentuk pdf atau docx belum disertakan kelengkapan bahan rapat 

dan daftar hadir sebagai menjadi transknipsi lengkap yang menjadi 

dokumen negara yang valid dan akurat. 

Penyebab 

Mekanisme kerja yang terjadi saat mi di Bagian Risalah 

masih dilakukan secara individual dan belum menerapkan alur kerja 

sebagaimana tertuang dalam permenpan RB nomor 26 dan nomor 

27 tahun 2017 hal mi disebabkan belum memiliki adanya pedoman 

penyimpanan hasil transkrip rapat, sehingga dokumen transkripsi 

rapat sulit untuk ditelusuri. 

Kondisi yang Diharapkan 

Kondisi yang diharapkan adalah pelaksanaan pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat dilaksanakan oleh jabatan 

Asisten Perisalah Legislatif secara individu dengan cara yang 

seragam dan baku sehingga dapat membantu kinerja yang lebih 

efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam hal penyimpanan. 

Dampak 

Kedepanya jika tidak ada pedoman untuk penyimpanan 

transkrip rapat maka dikhawatirkan softcopy dari hasil transkrip 

rapat tersebut akan tercecer yang berpotensi hilang dan 
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menyulitkan dalam penelusuran transkrip Iengkap sehingga 

menghambat proses pengelolaan hasil transkripsi selanjutnya 

sesuai permenpan RB. 

3. Belum adanya Database terpusat transkrip 

i. 	Masalah 

Hingga saat ml, Bagman Risalah belum memiliki pusat data 

center untuk database kumpulan transkrip rapat yang terangkum di 

dalam satu tempat yang tersistem secara balk dan cukup canggih. 

Padahal, pembuatan database untuk Bagman Risalah sangatlah 

penting untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal 

DPR sebagai supporting system dari DPR RI sebagai lembaga 

tinggi negara mengingat pentingnya transkrip rapat sebagai sebuah 

dokumen negara. 

Penyebab 

Sistem jaringan di dalam ruang Bagian Risalah belum 

terkoneksi satu dengan Iainnya dengan bantuan intranet sehingga 

masing-masing pejabat fungsional di Bagman Risalah bergerak 

secara individual dan penyimpanan data juga disimpan secara 

individual. Proses kegiatan tersebut belum sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang terdapat dalam peraturan yang sudah dikeluarkan 

pemerintah. 

Kondisi yang Diharapkan 

Kondisi yang diharapkan terjadi adalah adanya satu 

kesatuan database yang terpusat untuk penyimpanan produk- 

produk dari Bagman Risalah. Penyimpanan yang dimaksud yaltu 

berupa offline maupun online sehingga data-data yang tersedia 

dapat terjaga dengan balk. 

Dampak 
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Tidak adanya pusat database di dalam Bagian Risalah akan 

membuat data-data maupun produk-produk yang dihasilkan tidak 

dapat tersimpan, terarsip, maupun terorganisasi dengan balk. Data 

maupun produk tersebut akan rawan hilang maupun dicuri jika tidak 

diorganisir dengan baik 

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS 

Dengan menggunakan 21a1 ka analisis USG (Urgency, Seriousness, 

dan Growth), maka penulis akan menentukan satu isu yang akan diangkat 

dalam rancangan aktualisasi. Urgency menunjukkan seberapa mendesak 

suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindakianjuti. Seriousness 

menunjukkan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan 

akibat yang ditimbujkan, Growth menunjukkan seberapa besar 

kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana 

mestinya. Masing-masing 21ai kanta diberikan rentang skor 1-5 bagi 

masing-masing isu berdasarkan tingkat kesesualan isu dengan indakator 

tersebut. 

Isu U S G Jumlah 

A Belum adanya penyusunan laporan 
transkripsi 3 3 4 10 

rapat 
B Belum adanya pedoman penyimpanan 4 4 5 13 

dokumen transkripsi rapat yang baku  
C Belum adanya Database transkrip terpusat 3 3 3 9 

Tabel 3.1 Matriks Analisis USG 

Berdasarkan hasil analisis USG tersebut maka isu yang akan penulis 

bahwa dalam rancangan aktualisasi adalah "Belum adanya pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku" 
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GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Usulan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku akan memudahkan dan 

mempercepat validasi data penyimpanan di bagian risalah. Usulan pedoman penyimpanan juga diharapkan 

mampu menjadikan dokumen yang Iebih akurat dan akuntabel. Selain itu, 22ai menjadi pedoman bagi asisten 

perisalah legislatif untuk dapat meny&esaikan penyimpanan transkripsi rapat Iebih efektif dan efisien. 

RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja Bagian Risalah 

Identifikasi Isu 1 Belum adanya penyusunan laporan transkripsi 

rapat secara baku 

2 Belum adanya pedoman penyimpanan 

dokumen transkrip rapat yang baku 

3 Belum adanya database transkripsi terpusat. 

Isu yang diangkat : Belum adanya pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat yang baku 

Gagasan Pemecahan Isu Usulan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku akan 

memudahkan dan mempercepat proses pengolahan hasil transkrip sesuai mekanisme kerja yang tercantum 

dalam Permenpan RB . Usulan pedoman penyimpanan juga diharapkan mampu menjadikan dokumen 

transkrip yang disimpan adalah dokumen yang Iebih akurat dan akuntabel. 

Langkah Iangkah Penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang dimaksudkan adalah melalui proses 

sebagai berikut: 
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Penyimpanan dokumen transkripsi dalam bentuk word (DOCX) dan kelengkapan berkas berupa bahan 

rapat, skenarlo rapat, daftar hadir dan lain-lain discan kemudian disimpan dalam bentuk (PDF). 

a. Klasifikasi file folder berdasarkan 

TAHUN 	 BULAN 	 AKD 	 TANGGAL RAPAT 

b. Penyimpanan dalam bentuk tabel 

TAB EL 

PENYIMPANAN DOKUMEN TRANSKRIPSI DAN BERKAS RAPAT 

DI BAGIAN RISALAH 

TANGGAL 	 I 	 -i SIFAT  1 
NOBULAN 	AKD 	 I JENISRAPAT 	 ACARA 	 I 	 I BERKAS 

RAPAT 	 RAPAT  

- Bulan 	: Disesuaikan dengan bulan pelaksanaan rapat 

- AKD 	: Diisi berdasarkan penyeienggara rapat 

- Tanggal 	: Dilsi berdasarkan tanggal pelaksanaan rapat 

- Jenis Rapat 	Diisi berdasarkan jenis kegiatan pelaksanaan rapat berupa 

(rdp/rdpu/raker/panja/sidang paripurna, dli) 

- Acara 	 Diisi berdasarkan pokok pembahasan rapat 

- Sifat Rapat 	: Diiisi berdasarkan sifat rapat tertutup atau terbuka 

- Berkas 	: Diisi berdasarkan materi dokumen berupa transkripsi dan kelengkapan bahan rapat 

yang tertaut (link) pada file folder. 
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3. Optimalisasi Pencadangan Penyimpanan Cloud DPR 

Akses website cloud.dpr.go.id  

User name dan password diisi menurut data diri masing-masing pegawai 

Pembuatan map berdasarkan tahun rapat, bulan rapat, alat kelengkapan dewan dan tanggal 

pelaksanaan rapat 

Upload file dengan pemilihan file transkripsi dan kelengkapan berkas rapat 

RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasul 
Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi 

terhadap Visi 

dan Musi 

Organisasi  

Penguatan Nilai 

Organisasi 

Diskusi a. Perbaikan Usulan a. Rancangan a. Menerapkan nilai-nilai Terwujudnya Akuntabel, 

terarah Rancangan aktualisasi transparansi, dukungan dengan membuat 

dengan b. Konsultasi b. Notulensi saran bertanggung jawab dan persidangan pedoman 

mentor c. Persetujuan berupa kejelasan komisi dan penyimpanan 

masukan atau (Akuntabilitas). persidangan transkrip rapat 

perbaikan Dalam pembuatan paripurna yang yang baku maka 

Mendapatkan rancangan, profesional & bagian risalah 

Persetujuan memerhatikan inovasi akuntabel telah menerapkan 

yang berkualitas prinsip akuntabel 

(Komitmen Mutu). karena dokumen 
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Memerhatikan etika 

dalam konsultasi dengan 

iirikir (Etika Publik). 

Menerapkan nilai-nilai 

kerjasama untuk 

kepentingan bersama 

(Nasionalisme). 

transkrip rapat 

berserta 

kcicngkopon 

bahan rapat dan 

daftar hadir 

merupakan bukti 

hasil yang valid 

dan dapat 2 Melakukan 1. Konsultasi dengan a. Mendapatkan a. Memperhatikan etika 

Pembuatan mentor masukan atau dalam berkonsultasi dipertanggungjaw 

Pedoman b. Pengumpulan perbaikan dengan mentor dan coach abkan 

Penyimpanan data terkait dalam notulen (Etika Publik) 

Dokumen penyimpanan b. Mendapatkan Mencari dan Profesional, 

Transkripsi Dokumen data yang mengumpulkan data dengan 

Rapat transkrip rapat sesuai dan valid secara jujur dan dapat melakukan 

Membuat untuk dipertanggung jawabkan kegiatan ini maka 

pedoman membantu kebenarannya seorang APL 

penyimpanan dalam (Akuntabilitas) telah melakukan 

dokumen pembuatan c. Dalam pembuatan tugas dan fungsi 

transkripsi rapat. pedoman pedoman, harus dengan 

1. Melakukan uji penyimpanan memperhatikan inovasi Permenpan 

coba penggunaan dokumen yang berkualitas nomor 27 tahun 

matrix pedoman transkrip rapat (Komitmen Mutu) 2017. 

dokumen c. Terbentuknya d. Melakukan uji coba 

transkripsi rapat. pedoman dengan jujur, kerja keras, Integritas, 

penyimpanan mandiri, dan disiplin (Anti dengan 

dokumen Korupsi). melakukan 

transkripsi rapat Uji coba dilakukan untuk kegiatan mi maka 

i. Mendapatkan melihat sistem koordinasi Asisten Perisalah 

gambaran dari antar jenjang yang  Legislatif telah 
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penggunaan 
tabel. 

terintegrasi (Whole of 

Government) 

e. MeIiht, efektifit, 
efisiensi dari inovasi yang 
dilakukan (Komitmen 

Mutu) 

menerapkan 
nilai-nilai disiplin 
dcIum bckcrja. 

3 Sosialisasi a. Menyiapkan Bahan a. Mendapatkan a. Koordinasi antarjenjang 

Pedoman Sosialisasi bahan, daftar terintegrasi (Whole of 

Penyimpanan b. Sosialisasi nama peserta Government), 

Dokumen penyampaian dari sosialisasi b. Menerapkan nilai-nilai 

Transkripsi hasil pembuatan b. penyampaian komunikasi yang baik 

pedoman kepada hasil pembuatan (Etika Publik) 

tamu undangan pedoman c. Menyampaikan hasil 
penyimpanan pembuatan pedoman dan 

dokumen bertanggung jawab atas 
transkripsi rapat proses pembuatan 

pedoman (Akuntabilitas) 

d. Menerapkan nilai-nilai 
kerjasama untuk 
kepentingan bersama 
(Nasionalisme) 

4 Evaluasi a. Membuat kuisioner a. Catatan a. Menerapkan nilai-nilai 

Rancangan atau diskusi kuisioner atau transparansi dan 

Aktualisasi b. Pembuatan hasil diskusi bertanggung jawab 

kuisioner b. Mengevaluasi (Akuntabilitas) 

c. Menyajikan hasil hasil Menerapkan nilai-nilai 

akhir Presentasi hasil komunikasi yang baik 
akhir (Etika Publik) 

c. Menguji  
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efektifitas,efisiensi dan 
rancangan aktualisasi 
yang dilakukari 
(Komitmen_Mutu)  

Tabel 3.2 
Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

STAKEHOLDER 

Asisten Perisalah Legislatif Terampil, Asisten Perisalah Legislatif Mahir, Asisten Perisalah Legislatif 

Penyelia, Perisalah LegislatifAhli Pertama, dan Perisalah Legislatif AhIl Muda. 

KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA 

Kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi adatah terkait optimalisasi pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat berbentuk matrix yang di hyperlink ke suatu file pdf dan docx yang disertakan bahan 

kelengkapan rapat dan daftar hadir serta disimpan di cloud DPR RI yang selama ini belum pernah digunakan. 

Perlu adanya kerjasama yang 27ai kantar jenjang jabatan di Bagian Risalah agar optimalisasi pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat dapat digunakan dengan baik. 
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G. ANALISIS DAMPAK 

HASIL INISIATIF 

Hasil dari aktualisasi penulis dalam hal mi pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat dalam bentuk tabel penyimpanan yang 

dihyperlinkkan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyimpanan 

dokumen transkrip rapat serta dapat mempercepat dalam pelaporan hasil 

transkripsi rapat tersebut, kemudian juga diharapkan mampu menjadikan 

penyimpanan dokumen transkrip rapat Iebih mudah dicari secara cepat 

dan tepat apabila dibutuhkan untuk referensi. Selain itu juga basil 

aktualisasi mi diharapkan mampu dijadikan sebagah bentuk kontribusi 

penulis terhadap unit kerja. 

NILAI DASAR ANEKA 

Dalam menerapkan aktualisasi, penulis harus mengimplementasikan 

nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Implementasi tersebut harus dilakukan 

di semua kegiatan yang dilakukan penulis selama proses habituasi. Jika 

nilai-nilai dasar tersebut tidak diterapkan, maka hasil rancangan 

aktualisasi penulis tidak akan memiliki inovasi yang berkualitas dan sulit 

untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. 

	

Akuntabilitas 	
•Penyimpanan hash transkrip rapat menjadi 

bukti akuntabilitas pekerjaan 

'-Bentuk kecintaan pada Negara dengan menjadikan 
Nasionalisme 

- 	

dokumen transkrip rapat Iebih akurat & akuntabel 

	

Etika Publik 	
-Diharapkan penyimanari hash transkrip rapat akan lebih 

cepat dan akurat 

Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyimpanari 
Ko iii itme fl [Vi utu 	hasil transkrip rapat yang dapat dipertanggung jawabkan 

•Dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan atau 

	

AntiKorupsi 	kecurangan dalam penyimpanan hasil transkrip 
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H. JADWAL KEGIATAN 

September Oktober November 
No Kegiatan 

Iv III III IV 

1 Diskusi terarah dengan 
 

mentor 
I 

2 Melakukan Pembuatan I 

Pedoman Penyimpanan 

Dokumen Transkripsi Rapat 
I I 	I I 

3 Sosialisasi Pedoman 

Penyimpanan Dokumen 

Transkripsi Rapat 

4 Evaluasi Rancangan 

Aktualisasi 
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BAB IV 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

1. Tabel Pelaksanaan Kegiatan 

No. Kgiatan Tahapan Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Bukti Fisik 
1. Diskusiterarah 1.1 Perbaikan rancangan 26 September2019 Rancangan aktualisasi 

dengan Mentor aktualisasi 

1.2 Konsultasi rancangan 27 September 2019 Notulen catatan dan 
aktualisasi  penjelasan kemampuan 
1.3 Persetujuan mentor 30 September 2019 Lembar Persetujuan 

2. Pembjatan 2.1 Konsultasi dengan mentor 1 Oktober 2019 Diskusi Verbal 
2.2 Pengumpulan data terkait 9 Oktober 2019 Data kelengkapan Pedonan 

Penyimpanan penyimpanan dokumen transkrip dokumen transkripsi 
Dokunen rapat  rapat 

2.3 Membuat pedoman 12 Oktober 2019 Draft pedoman Transkripsi Rapat 
penyimpanan transkripsi rapat penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat 

2.4 Melakukan uji coba 29 Oktober 2019 Foto pelaksanaan, tabel 
penggunaan pedoman sebelum dan sesudah 
penyimpanan dokumen penggunaan pedoman 
transkripsi rapat penyimpanan 

3. Sosial sasi 3.1 Menyiapkan bahan 4 November 2019 Pedoman Penyimpanan 
Pedonan sosialisasi Dokumen Transkripsi 
Penyimanan Rapat dan undangan 
Dokumen  rapat 

3.2 Sosialisasi penyimpanan 5 November 2019 Daftar Hadir dan Trans:ripsi Rapat 
dari hasil pembuatan pedoman Laporan singkat 
kepada tamu undangan 

4. Evaluasi 4.1 Membuat kuisioner 5 November 2019 Draft Kuisioner 
4.2 Pembuatan hasil kuisioner 6 November 2019 Analisa hasil kuisioner Rancangan 

1 4.3 Menyajikan hasH akhir 8 November 2019 Presentasi hasil Aktual sasi 
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2. Deskripsi Kegiatan: 

I. Diskusi terarah dengan Mentor 

Diskusi menurut Hasibuan (1985), "Diskusi adalah vlsi dari dua atau Iebih 

individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka 

tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi 

atau mempertahankan." 

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman (2005:94) "Diskusi kelompok adalah 

proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang di wajah informal untuk 

menghadapi interaksi dengan berbagai pengalaman atau informasi, kesimpulan 

atau solusi untuk masalah." 

Dan diskusi menurut Moh. Surya (1975:107), mendefinisikan "Diskusi 

kelompok adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk 

berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. 

Dalam diskusi ml tetanam juga tanggung jawab dan harga din." 

Dari berbagai definisi yang dipaparkan para ahil dapat disimpulkan 

pengertian dari diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan dan pendapat antara 

2 (dua) orang ataupun Iebih, yang bertujuan untuk mencari kesepakatan 

pendapat. Namun tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan 

diskusi, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan 

secara terarah sehingga diskusi ml dilakukan jika ada permasalahan yang 

iendak dicarikan solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan 

diskusi. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis 

menargetkan empat rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

iasar profesi PNS yang telah dilaksanakan di Sekretariat Jenderal dan Badan 

<eahlian DPR RI Bagian Risalah, maka bab mi penulis akan menjabarkan 

encapaian hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dan tujuan dan 

Kegiatan mi adalah untuk mendapatkan pemahaman Iebih rinci mengenai 

pembuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat dan aktor yang 

:erlibat didalamnya. Diskusi dengan mentor juga membantu pemikiran penulis 

dalam melakukan Iangkah-Iangkah dari kegiatan yang telah dirancang dalam 
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a ktu al iasi. 

1) Pencapalan kegiatan aktualisasi 

Tahapan kegiatan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: 

Perbaikan Rancangan Aktualisasi 

Dalam tahap mi, penulis melakukan pembuatan aktualisasi dengan 

memerhatikan antara ide gagasan dengan lingkungan Bagian Risalah yang 

akan diperbaiki atau dikembangkan sebagai bahan aktualisasi. Output dan 

tahapan kegiatan mi adalab rancangan aktualisasi sebagai bahan rujukan 

untuk media konsultasi rancangan aktualisasi. 

Konsultasi Rancangan Aktualisasi 

Dalam tahap mi, penulis melakukan konsultasi untuk mendapatkan 

perbaikan rancangan aktualisasi dengan mentor mengenai hasil rancangan 

aktualisasi. Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan 

pedoman penyimpanan dokumen transknipsi rapat. Output dari tahapan 

kegiatan mi adalah foto yang diambil pada saat berdiskusi dengan mentor 

dan rancangan aktualisasi yang sudah diperbaiki. 

000  

4 	/ 

/ 
Gambar 4.1.1 

Konsultasi Dengan Mentor 
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c) Persetujuan Mentor Mengenai Laporan Aktualisasi 

Pada tahap ini, penulis mengajukan kembali rancangan aktualisasi 

yang sudah direvisi guna mendapatkan persetujuan dari mentor untuk 

dapat dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Output tahapan kegiatan mi 

adalah foto yang diambil pada saat mentor menandatangani lembar 

persetujuan rancangan aktualisasi. 

Pada tahapan kegiatan mi pula, penulis mengidentifikasi pengentian 

dari transkripsi dan pentingnya transkripsi rapat. HasH dari identifikasi 

pengertian dari transkripsi adalah sebagai berikut: 

Pengertian Transkripsi 

Transknipsi adalah pengalihan tuturan (yang berujud bunyi) ke dalam 

bentuk tulisan, sedangkan transknipsi rapat merupakan pengalihan tuturan 

ke dalam bentuk tulisan catatan rapat yang dibuat secara Iegkap dan benisi 

seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat. 

Transkripsi rapat diperlukan mengingat pentingnya sebagai bahan 

awal materi pelengkap dan proses pengambilan keputusan selanjutnya. 

Transkripsi rapat sebagai dokumen negara juga sebagai salah satu alat 

bukti terhadap judicial review atas gugatan yang diajukan masyarakat 

terhadap produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR RI dan juga 

sebagai alat bukti terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi. Selain itu, 

transkripsi rapat dapat pula menjadi bahan kajian para akademisi/peneliti 

dalam melakukan suatu penelitian karena menjadi informasi publik yang 

akurat dan akuntabel. 
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I! 

Gambar 4.1.2 

Persetujuan Rancangan Aktualisasi 

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Terdapat dua nilal dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Diskusi terarah 

dengan Mentor, yaitu 

Akuntabilitas 

Pada saat mengidentifikasi gagasan isu perbaikan di Iingkungan kerja 

Bagian Risalah yang akan diangkat dalam kegiatan penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat, maka kegiatan mi berkaitan dengan penerapan kejelasan 

target dan tanggung jawab. Target yang dimaksud adaish pedoman 

penyimpanan dokumen transkrip rapat, sehingga Iebih efisien dan efektif 

ketika melakukan penyimpanan yang tersistematis dan tervalidasi sehingga 

memudahkan pelaksanaan tugas dan jabatan yang dimiliki oleh asisten 

perisalah legislatif. Setain itu, diperlukan pula tanggung jawab dalam 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat, karena tugas yang dimiliki harus 

sesuai dengan masing-masing jabatan. 

Nasionalisme (Kerjasama Kepentingan) 

Kegiatan mi memiliki nilal dasar ASN yang terkandung didalamnya 

dengan memerhatikan kerja sama demi kepentingan tugas negara. 
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Penulis melakukan komunikasi dan kerja sama dengan mentor dengan 

mengedepankan kepentingan bersama dalam pelaksanaan tugas sehingga 

tercipta suatu aktualisasi yang berguna bagi bangsa dan negara dalam 

pelaksanaan tugas jabatan asisten perisalah legislatif. 

Etika Publik (hormat, sopan) 

Kegiatan mi memiliki nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya, 

yaltu hormat dan sopan. Dalam diskusi terarah dengan mentor, penulis 

menghormati mentor sebagai atasan dan juga bersikap sopan sebagai 

junior atau CPNS Perisalah Legislatif dan menerapkan komunikasi yang 

baik sebagai rekan kerja di Bagian Risalah. 

Komitmen Mutu 

Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yang terkandung yaitu memerhatikan 

inovasi yang berkualitas. Dalam membuat rancangan, penulis melakukan 

identifikasi perbaikan di dalam Bagian Risalah dengan ide atau inovasi yang 

berkualitas sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan asisten perisalah 

legislatif dapa berjalan dengan efektif dan efisien. 

3) Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilal organisasi yang terkait dengan kegiatan diskusi terarah dengan 

Sekretariat PANSUS, yaitu 

Akuntabel 

Kegiatan diskusi terarah dengan mentor merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif Terampil untuk 

dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dalam penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat. Dengan membuat pedoman penyimpanan dokumen 

transkrip rapat, maka penulis dapat memberikan gambaran mekanisme 

penyimpanan dokumen transkrip rapat kepada rekan kerja. 

Profesionat 

Nilai organisasi yang terkandung dalam diskusi terarah dengan 

mentor adalah profesional. Kegiatan mi dapat dikatakan profesional karena 

dengan membuat pedoman penyimpanan, penulis dapat melihat 
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kesesuaian jabatan dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan 

sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai asisten 

perisalah legislatif. 

c) Integritas 

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak 

secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai 

dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal mi tentunya sangat terkait dengan 

tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan diskusi 

terarah dengan mentor, maka hal ml menunjukkan upaya adanya nilai-nilai 

disiplin dalam bekerja karena sebagal asisten perisalah legislatif terampil, 

diharapkan mampu bekerja dengan penuh mntegritas sesuai dengan tugas 

jabatan. Dengan melakukan diskusi terarah dengan mentor, terdapat 

kesesualan antara tugas dari unit kerja bagman risalah dalam kegiatan 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat. 

11. Pembuatan Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Pedoman merupakan tata cara yang harus dilalui dalam proses kerja dan 

tujuan dari kegiatan ml adalah terbentuknya suatu pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat yang efektif dan efisien. 

1) Tahapan kegiatan dan output 

Tahapan kegiatan terdiri dari lima kegiatan, yaitu 

a) Konsultasi dengan Mentor 

Dalam tahapan kegiatan ml, penulis terlebib dahulu diskusi dengan 

mentor yang dapat membedakan terkait mekanisme penyimpanan 

transkripsi saat mi dibandingkan dengan penyimpanan setelah terbuatnya 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Kegiatan ml dilakukan 

secara diskusi verbal. 
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Gambar 4.2.1 

 

Konsultasi dengan mentor 

b) Pengumpulan data terkait penyimpanan dokumen transkrip rapat 

Di tahapan kegiatan mi, salah satu komponen yang penting dalam 

penulisan adalah proses dalam pengumpulan data. Kesalahan yang 

dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses 

pembuatan pedoman menjadi sulit. Selain itu hasil yang akan didapat pun 

akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan 

benar. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penulisan pedoman 

penyimpanan. Sebelum melakukan pembuatan pedoman, penulis telah 

memiliki dugaan berdasarkan yang digunakan selama mi dalam 

pengumpulan data berupa kelengkapan bahan rapat, draft rapat, daftar 

hadir dapat dan skenario rapat bila ada. Hal mi untuk membuktikan 
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dokumen dapat dijadikan dokumen yang tervalidasi kebenarannya dalam 

hal penyimpanan dokumen transkripsi rapat. 

fZ,-  
- 

Gambar 4.2.2 

Pengumpulan berkas kelengkapan transkripsi rapat 

Gambar 4.2.3 

Proses Scan Berkas Kelengkapan Bahan Ke Dalam Bentuk (Pdf) 
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Membuat Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Tujuan dibuatnya pedoman adalah untuk mendapatkan landasan tata 

cara penyimpanan doku men transkripsi rapat secara baku yang lebih rinci, 

efektif dan efisien bagi jabatan asisten perisalah legislatif sesuai dengan 

uraian tugas jabatan. 

Di tahapan kegiatan mi, penulis membandingkan terlebih dahulu 

terkait tata cara penyimpanan dokumen transkripsi rapat sebelum 

ditetapkan adanya pedoman penyimpanan dengan sesudah adanya 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat supaya mendapatkan 

sebuah output berupa pedoman dengan ide gagasan yang berkualitas 

sehingga dapat menunjang kinerja tugas dan jabatan asisten perisalah 

legislatif terampil. 

Pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat pada Bagian 

Risalah terdiri dari 3 bab, yaitu Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, 

dasar hukum, tujuan dan manfaat. 

Bab II pedoman penyimpanan rapat terdiri dari ketentuan umum 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang berisi kewajiban seorang 

dalam menyimpan dan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

kewajiban dan draft pedoman penyimpanan dokumen transkripi rapat 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu dengan melalui mekanisme 

menyimpan dokumen, menautkan file folder ke dalam tabel penyimpanan, 

dan pencadangan penyimpanan di cloud.dpr.go.id . 

Bab III terdiri dari kesimpulan dan saran atas disusunnya pedoman 

dan output pada tahapan kegiatan mi adalah pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat berupa paper. (Lampiran 7) 

Melakukan uji coba pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

Tahapan kegiatan mi berlangsung selama kurang lebih dua minggu 

yang bertujuan untuk mengujicobakan penggunaan pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Ujicoba dilakukan oleh penulis 

dan beberapa rekan penulis yang memiliki jabatan dan tingkat yang sama 
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sehingga hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan. 

Pada tahapan kegiatan mi, penulis melakukan ujicoba pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat terhadap hasil transkripsi rapat 

lengkap dari beberapa kaset rekaman rapat. Ujicoba dilakukan dengan 

penerapan dokumen transkripsi rapat Iengkap untuk validasi data guna 

efektivitas dalam penyimpanan dokumen transkripsi rapat secara maksimal. 

Setelah dilakukan uji coba kemudian penulis melakukan perbandingan 

tingkat validitas dan kecepatan penelusuran dokumen yang ada pada 

sebelum dan sesudah dibuatnya pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat. 

Gambar 4.2.5 

Uji Coba Implementasi Pedoman Terhadap Rekan Kerja 
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I. 

Gambar 4.2.6 

Uji Coba Implementasi Pedoman Terhadap Rekan Kerja 

Bagan Perbandingan Pelaksanaan Penggunaan 

Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

NO SEBELUM SESUDAH 

1 Penyimpanan menurut Penyimpanan seragam 

masing-masing individu 

2 Klasifikasi folder tidak Kiasifikasi fo'der tersistematis 

tersistematis 

3 Pencarian berkas manual. Pencarian berkas dengan cepat 

melalui tabel 

4 Tidak dilengkapi dengan Dilengkapi kelengkapan bahan 

kelengkapan bahan 

5 Kurang tervalidasi Tervalidasi 

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Diskusi 

41 



terarah dengan Mentor, yaitu 

Akuntabilitas 

Nilai dasar ASN yang terkandung dalam kegiatan ini salah satunya 

adalah akuntabilitas yang menjelaskan secara lengkap tentang pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang disusun yang didapatkan dan 

hasil kelengkapan data dan basil transkripsi secara jujur dalam rangka 

melaksanaan tugas dan jabatan asisten perisalah legislatif sebagai 

perwujudan kewajiban pegawai untuk mempertanggungjawabkan untuk 

keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat adalah dokumen yang berisi perwujudan pedoman yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik. 

Nasionalisme 

Diskusi terarah dengan mentor mengandung nilai nasionalisme 

karena didalam pelaksanaannya terdapat kerjasama dan dituntut untuk 

disiplin dalam melakukan koordinasi yang sesuai dengan peraturan agar 

terciptanya proses koordinasi yang optimal dalam pembuatan pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat demi terciptanya suatu perbaikan 

dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap bangsa dan 

negara. 

Etika Publik 

Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah etika publik. Kegiatan mi 

memiliki nilai etika publik karena dalam pelaksanaannya penulis melakukan 

diskusi dengan mentor dan pegawai di Bagian Risalah dengan sikap 

hormat dan sopan sebagai CPNS Asisten Perisalah Legislatif Terampil 

yang ingin melakukan diskusi bersama jabatan diatasnya yaitu Perisalah 

Legislatif dengan tujuan untuk membuka pandangan dan mengoptimalkan 

koordinasi kegiatan pembuatan pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat. 

3) Peran dan kedudukan ASN 

a) Whole of Government 
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Dalam pembuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

mengandung nilai dari peran dan kedudukan ASN yaitu Whole of 

Government. Artinya, dengan adanya diskusi mi, dapat mengidentifikasi 

keterkaitan koordinasi antar jenjang jabatan yaitu dari asisten 

perisalah legislatif terampil sampai dengan perisalah legislatif madya 

dalam mencapai tujuan bersama yaitu adanya penyimpanan dokumen 

transkrip rapat baku yang dapat menjadi bukti dari kinerja anggota dewan 

dalam melaksanakan rapat. 

4) Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan pembuatan 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, yaitu 

Akuntabel 

Dengan melakukan pembuatan pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat, penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif Terampil 

dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dalam penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat. Dengan membuat pedoman penyimpanan transkrip rapat 

yang baku maka bagian risalah telah menerapkan prinsip akuntabel karena 

dokumen transkripsi rapat berserta kelengkapan bahan rapat dan daftar 

hadir merupakan bukti hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Profesional 

Dengan melakukan kegiatan, maka menggambarkan suatu upaya 

untuk bekerja sesuai dengan kompetensi, karena akan membantu penulis 

sebagai Asisten Perisalah LegislatifTerampil dalam penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat dan telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan 

Permenpan nomor27 tahun 2017. 

Integritas 

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak 

secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai 

dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal mi tentunya sangat terkait dengan 

tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat, maka hal ini menunjukkan upaya adanya nilai- 
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nilai disiplin dalam bekerja karena sebagai asisten perisalah legislatif 

terampil, diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai 

dengan tugas jabatan. 

III. Sosialisasi Pedoman Penyimpanan Transkripsi Rapat 

Sosialisasi menurut Vander Zande dalam lhromi (2004:30), "sosialisasi 

adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, 

berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara efektif dalam 

masyarakat" 

Sedangkan menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo, 

"Sosialisasi adalah Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan 

kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma 

sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan 

harapan-harapan orang lain". 

Berdasarkan uraian diatas penulis mendapati pengertian mengenai 

sosialisasi yaitu sosialisasi merupakan suatu proses 	bagaimana 

memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan 	bagaimana orang 

tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. 

Tujuan dari kegiatan mi adalah mensosialisasikan hasil dari program 

aktualisasi dari penulis yaitu pedoman penyimpanan transkripsi rapat. 

1) Tahapan kegiatan dan output 

Kegiatan mi memiliki dua tahapan, yaitu 

a) Menyiapkan bahan sosialisasi 

Dalam kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat, penulis terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu 

menyiapkan bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi yang dimaksud adalah 

booklet yang berisi draft pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

dan undangan peserta sosialisasi. 
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Gambar 4.3.1 

Undangan Rapat 
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b) Sosialisasi penyimpanan dari hasil pembuatan pedoman kepada tamu 

undangan 

Pada tahapan kegiatan mi, penulis kemudian melakukan sosialisasi 

kepada Bagian Risalah mengenai bagan pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi 

mengenal penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku demi terwujudnya satu tujuan yaitu adanya 

dokumen transkripsi rapat yang akurat dan akuntabel. 
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Gambar 4.3.2 

Sosialisasi Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

139-  01 
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Gambar 4.3.3 

Daftar Hadir Rapat Sosialisasi 
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Gambar 4.3.4 

Laporan Singkat Sosialisasi 
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2) Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Sosialisasi Pedoman 

Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat, yaltu: 

Akuntabilitas (Tanggungjawab) 

Kegiatan sosialiasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

memiliki nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan mi membutuhkan salah satu nilai yang terkandung dalam 

akuntabilitas yaitu tanggungjawab. Sosialisasi mi diperlukan sebagal bentuk 

tanggungjawab dari hasil penyusunan program aktualisasi yaitu pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Tanpa adanya sosialisasi, maka 

program aktualisasi mi belum dapat dipertanggungjawabkan karena 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat memerlukan koordinasi 

yang optimal clari Unit Kerja Bagian Risalah 

Etika Publik 

Dalam berlangsungnya sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat, diperlukan nilai-nilai yang terkandung dalam Etika Publik 

yaitu hormat dan sopan. Dalam penyampaian sosialisasi, penulis 

mengemukakan hasil clari pedoman penyimpanan dokumen transknipsi 

rapat dengan hormat dan sopan kepada pegawai di Bagian Risalah tanpa 

bermaksud menggurui dan bersikap sopan sebagai rekan kerja di 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Nasionalisme 

Dalam kegiatan ini adalah penyampaian hasil clari kegiatan ke dua 

yaitu pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Dokumen yang 
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dilaporkan digunakan sebagai bahan untuk mengelola penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat yang tepat untuk mencegah permasalahan 

terjadi. Tujuan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat adalah untuk menyampaikan semua ide dan pemikiran sehingga 

tercipta pedoman penyimpanan yang berkeadilan (Akuntabilitas) dan 

mengakomodir kepentingan bersama (Nasionalisme). 

Peran dan Kedudukan ASN 

a) Whole of Government 

Kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat memiliki nUai Whole of Government, karena dengan melakukan 

sosialisasi ke Bagian Risalah, maka kegiatan mi termasuk ke dalam 

penerapan Whole of Government karena kegiatan tersebut saling berkaitan 

dan daam prosesnya membutuhkan peran dari masing-masing jabatan 

di Unit Kerja Bagian Risalah. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan sosialisasi 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, yaitu 

Akuntabel 

Kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat mencerminkan nilai organisasi yaitu akuntabel. Dengan adanya 

Sosialisasi pedoman penyimpanan, tugas dari masing-masing pegawal 

bagian risalah dapat semakin konsisten dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam pengerjaannya karena sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Profesional 

Kegiatan ml memiliki nilai organisasi profesional karena disetiap 

kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja memiliki tugas dan 

tanggungjawab tersendiri sesuai dengan perannya dalam menyimpan 

dokumen transkripsi rapat. 

Integritas 
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Pada kegiatan Sosialisasi 	pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat terdapat nilai organisasi yaitu intergritas karena dapat 

memandu pegawai di unit kerja bagian risalah untuk dapat menjunjung nUai 

kejujuran dalam menjalankan tugas sesusi dengan peraturan yang 

berlaku. 

IV. Evaluasi Laporan Aktualisasi 

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) 

evaluasi berarti penilaian, menurutWirawan (201 2:7) evaluasi adalah 

"Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang 

bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan 

untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut". 

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa 

"evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil 

penilaian atas permasalahan yang ditemukan". 

Sedangkan menurutArikunto (2010:1) adalah 

"Evaluasi sebagal sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dan 

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan." 

Sejalan dengan definisi evaluasi diatas, secara sederhana menurut penulis 

evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan 

kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi. 

Dalam penulisan mi objek yang akan dievaluasi adalah pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat. 

1) Tahapan kegiatan dan output: 

Kegiatan ini memiliki tiga tahapan kegiatan, yaitu 

A. Membuat kuisioner 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan 

kuesioner yaitu daftar berisi pertanyaan-pertanyaan penulis yang harus 

dijawab oleh responden pada Asisten Perisalah Legislatif. Tipe 
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pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner yang diajukan oleh penulis 

berupa pertanyaan dikotomis yang berarti bahwa pertanyaan hanya 

mampu dijawab dengan "Ya", Tidak' yang disertakan alasan. 

Gambar 4.4.1 

Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

KU IS ION ER 

PEDOMAN PENYIMPANAN DOKITMEN TRANSKRIPSI RAPAT 

t. PENGANTAR: 
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peiryirnpaiiaui dokurnen rranskrtpsi rapat. 

Parlisipasi . isten Perisalah Legislatif di Bagian Risalali dalani ineinberikan rinmorniasi sangat 

kaiii i Iiarapkair. 

II. PETUNJUK PENGIS IAN 

I. Schelurir riierjawah pertanyaair. hacalali peturijuk pcngrsiair deirgan cerniat 

2. Angket im terd ri dart 6 pettartyaali. 

Berilah tatida Si lang X I pada pilillall Ii ur of a. dart 6 sesuai deugati keadaau yang sebeuiantrya. 

4 Sr'maraja iraban beriar tidak ada yang sn/a/i. nlch kareira itu jawablali seinria pertailyal sesuar 

deiigar keadaaii yang Atida alan i detcai j  uJ ur. 

Nonia Responden 

N.I.P 

Jo Ii a t a n 

NO PERTANYAAN 

I Di pertiikaii prosedun loninal yang I elas sehagai pectoiiiaii attiran bertuidak 	Ilani peiiy ii pans 

ilokunieri Irairsknipsi rapat 

a 	Ya. 

b. 	Tidak. alasair 

2 Sararia penyiirlpaiiau dokuricn cukup tirniadai Migin diitalsasi 	dokitinen herkas baliaii. 

a 	't'.r. 

b. 	Tidak. alasan 

3 Dokiaiicii traiiski ipm rapar Iciigkap heripa hasil tr.iiiskrip.%z dan kelenekipan bali lsiiriiy.i 

sepenli daflar Iradu, skeiario napat, balian rapt dli 

a 	Va. 

h. 	Tidak. alasaii 

4 Sistein pelicariari dokurireii traiiski i psi tcugkap deiigaii cepat dapat fit Iakuka,i dcii 	au 

siratit file doknriueui ke dalani tabel pnuiyinrpaivaii. 

it 	'ta. 

6. 	1 udak. alasaii 

5 Peiy Inupauuuul dokLuuurcru trauusknipsu [pat lcngkap nieruprk.iui peluksauiirui lirgus jahatari 	lug 

aktuuutabel dan tervalidasi. 

a 	Va. 

6, Tidak, alasan 

b Pcdouuuan Penyinipanaut Dokuunten Trauusknipsi Rapat yang diusuulkan dapat diaplikasikan dalauuu 

pelaksauuaaui tugasjabataru. 

a 	\a. 

b. 	Tidak. alasan 

Teriuna kasih atas paruusupaounya 
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Pengolahan Hasil Kuisioner 

Setelah selesai membuat angket kuisioner, maka tahap selanjutnya 

adalah membagikan angket tersebut untuk dijawab oleh para responden 

yaitu Asisten Perisalah Legislatif dan Perisalah Legislatif. Setelah semua 

angket dijawab oleh responden, maka penulis melakukan pengolahan data 

atas hasil kuisioner tersebut. Tujuan pengelohan hasil kuisioner mi 

memperoteh data yang relevan, memperoleh data dengan reliabilitas dan 

validitas yang setinggi mungkin. Untuk menjamin validitas informasi, dan 

untuk mengambil sampling sikap/pendapat dari responden. 

Menyajikan hasil akhir 

Penyejian hasil akhir kuisioner disajikan dengan data skor hasil 

kuisioner dalam bentuk tabel yang merupakan salah satu cara yang efektif 

untuk mempermudah penulis dalam membuat analisis dan skor hasil 

angket kuisioner akan sangat mudah dipahami oleh pembaca. 

Skor hasil Mgket Kuisioner 

Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Nomor Butir Kuhsioner 
Nonor 

1  2 3 4 5  6 
Anget 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Va Tidak Va ridak 

100 C 100 0 100 0 100 C 100 C 100 D 

2 100 C 0 10 100 0 100 0 100 C 100 0 

3 100 C 100 0 100 0 100 0 100 C 100 0 

100 0 100 0 100 0 100 0 100 C 100 0 

5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

7 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

S 100 0 100 C. 100 0 100 0 100 0 100 0 

9 100 3 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

iC 100 0 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 

1: 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

1 100 3 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

IL 100 3 C 100 0 100 100 0 100 0 100 0 

100 C 1CC 0 0 100 100 0 100 0 100 0 

Score Tht& 1500 C 1200 210 1200 300 1500 0 1500 0 1500 0 

Presertase 100% 80% 80% 100% 100% 100% 
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Kuisioner tersebut dibuat untuk menyempurnakan output pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang berisi pendapat dan 

pegawai di bagian risalah serta menjadi acuan untuk menentukan 

seberapa pengaruh dan dapat dilaksanakannya sebuah pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat dalam membantu kinerja dan 

pelaksanaan penyimpanan dokumen transkripsi rapat sesuai tugas 

jabatan. 

Berdasarkan data diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan 

bahwa: 

Per-tanyaan butir nomor satu, tercapai 100 % yang berarti bahwa 

Pegawai Risalah memerlukan prosedur formal yang jelas sebagai 

pedoman aturan bertindak dalam penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat. 

Pertanyaan butir nomor dua, tercapai 80 % dikarenakan ada beberapa 

anggapan untuk penyimpanan digitalisasi mengharuskan ada sistem 

terintegrasi online yang dapat diakses satu sama lain untuk 

penyimpanan bersama sedangkan dalam konteks ini, sarana 

penyimpanan dapat dUakukan secara mandiri dengan cara yang sama 

atau seragam sesuai aturan dengan menggunakan sarana tlashdisk 

dan kapasitas memory hardisk komputer masing-masing. Dan ml 

dapat diaplikasikan sebagian besar pegawai di Bagian Risalah. 

Pertanyaan butir nomor tiga, tercapai 80 % dikarenakan ada beberapa 

AKD dalam setiap rapat tidak selalu menyerahkan kaset rekaman 

jalannya rapat dan tidak menyerahkan kelengkapan bahan rapat 

lengkap berupa daftar hadir rapat, skenario rapat, laporan, dan berkas 

Iainnya yang mendukung tervalidasinya hasil transknipsi rapat 

sehingga sebagian kecil responden beranggapan dokumen transkripsi 

rapat lengkap belum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam konteks mi, 

penulis menyarankan supaya pegawal Bagian Risalah selalu meminta 

kelengkapan bahan rapat selain kaset rekaman dan daftar hadir untuk 

kepentingan penyimpanan yang tervalidasi. 
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Pertanyaan butir nomor tiga, tercapai 100 % yang berarti pegawai 

Bagian Risalah memahami sistem pencarian dokumen transkripsi 

lengkap dengan cepat dapat melalui dengan link atau ketertautan 

suatu file dokumen ke dalam tabel penyimpanan. 

Pertanyaan butir nomor 5, tercapai 100 % yang berarti pegawai 

Bagian Risalah menyadari bahwa dalam rangka penyimpanan 

dokumen negara berupa transkripsi rapat lengkap merupakan 

pelaksanaan tugas jabatan yang dapat dipertanggun jawabkan 

kebenarannya tanpa adanya rekayasa. 

Pertanyaan butir nomor 6, tercapai 100 % yang berarti pegawai 

Bagian Risalah dapat mengaplikasikan pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat yang penulis usulkan dalam melaksanakan 

tugas jabatan perisalah legislatif dan asisten perisalah legislatif. 

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Evaluasi Laporan 

Aktualisasi, yaitu 

Akuntabilitas dan Anti Korupsi 

Melakukan revisi atau perbaikan dari hasil evaluasi merupakan salah satu 

cerminan dari Akuntabilitas dan Anti Koru psi karena dengan adanya saran 

untuk perbaikan itu penulis ingin menunjukan sebuah bentuk 

pertanggungjawaban dari penyusunan pedoman penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat untuk menunjang penyimpanan rapat yang akurat dan 

tervalidasi. 

Komitmen Mutu 

Kegiatan evaluasi dilakukan guna menghasilkan sebuah pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat untuk menunjang penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat yang terintegrasi dan tervalidasinya salah satu 

dokumen negara yang akan disimpan sehingga kedepannya pedoman mi 

bermanfaat untuk banyak pihak. Dari tahapan-tahapan kegiatan tersebut 

penulis ingin menunjukan bahwa penulis berorientasi pada hasil yang 
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dapat bermanfaat sehingga menurut pandangan penulis tahapan kegiatan 

merupakan cerminan dari komitmen mutu. 

Peran dan Kedudukan 

Kegiatan terakhir mi bertujuan untuk menghasilkan sebuah draft pedoman 

yang berkualitas dan dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis melakukan 

analisa hasil evaluasi dan melakukan perbaikan guna mencapai tujuan 

tersebut. Sikap yang ingmn digambarkan pada kegiatan mi merupapakan 

cerminan dari Manajemen ASN karena bentuk output dari Manajemen ASN 

adalah menciptakan pribadi ASN yang bertanggung jawab. Bentuk sikap 

terlihat dari ambisi penulis untuk menciptakan sebuah pedoman penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat di Bagian Risalah yang berkualitas dan penulis ingin 

bertanggungjawab atas apa yang sudah penulis kerjakan. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Kegiatan ke-enam merupakan bentuk dari penguatan nilai-nilai dasar 

ANEKA serta Peran dan Kedudukan maka dari rangkaian tahapan kegiatan 

tersebut sudah menekan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu 

Akuntabel, Profesional, dan Integritas. Seperti yang telah dipaparkan pada 

kegiatan-kegiatan sebelumnya dimana penerapan nilai dasar ANEKA 

merupakan suatu modal untuk menguatkan nilai organisasi. 

STA4EHOLDER 

Pihak yang terlibat dalam aktualisasi mi terdiri Asisten Perisalah Legislatif 

Tera -npil, Asisten Perisalah Legislatif Mahir, Asisten Perisalah Legislatif Penyelia. 

KEN DALA DAN STRATEGI MENGATASI KEN DALA 

STRATEGI MENGATASI 
NO KEGIATAN KENDALA 

KEN DALA 

1 Melakukan Adanya anggapan di unit Memberikan pemahaman 

Pernbuatan Pedoman kerja 	lain 	bahwa kepada 	unit 	kerja 	lain 

Penyimpanan kelengkapan 	berkas bahwa 	kelengkapan 
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Do4wmen Transkripsi transkripsi 	rapat 	masih bahan 	rapat 	untuk 

Raoat 	dalam belum 	penting 	dan menjadi 	dokumen 

Peigumpulan 	data adanya 	pedoman transkripsi 	rapat 	yang 

terkait 	penyimpanan penyimpanan 	dokumen Iengkap merupakan suatu 

do:umen 	transkrip transkripsi 	rapat bagian 	penting 	dalam 

rapat mengharuskan 	adanya menunjukkan 	dokumen 

kelengkapan bahan rapat yang tervalidasi 

sebagai 	dokumen 

transkripsi. 

2 Sosialisasi 	pedoman Penyesuaian 	waktu Membuat undangan resmi 

peryimpanan untuk 	melakukan untuk 	melakukan 

dokumen 	transkripsi sosialisasi kepada rekan sosialisasi 

rapt kerja 	Asisten 	Perisa!ah 

Legislatif 	di 	Bagian 

Risalah 

D.ANALISIS DAMPAK 

Dalam sub bab mi akan terbagi ke dalam dua pembahasan yaltu dampak pada 

hash iiisiatif dan Nilai Dasar ANEKA. 

1. Hasil Inisiatif 

Dampak Iangsung apabila inovasi tersebut tidak terealisasi pada Unit Kerja adalah 

leb h menekankan pada dampak pekerjaan ke depannya di mana tidak adanya 

seuah penyimpanan dokumen transkripsi yang baik. Efek selanjutnya adalah 

per yimpanan dokumen transkripsi menjadi tidak efektif dan efisien karena 

peryimpanan kelengkapan dokumen masih terpisah dan sulit untuk dilakukan 

percarian data file dalam rangka proses pengolahan dokumen transkripsi rapat 

seIgai sebuah dokumen negara. Masalah tersebut cukup mendesak untuk segera 

bisa di perbaiki, apabila tidak segera di perbaiki dan dibuat pedoman penyimpanan 

doI'jmen transkripsi rapat, maka untuk mencapai kinerja yang cepat, tepat dan 

akuntabel akan sulit terwujud. Dampak yang Iebih luas lagi akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja Dewan karena hasil dari rapat yakni dokumen 
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transkripsi rapat lengkap adalah dokumen mengenai bahan awal atau materi 

pelengkap dari proses pengambilan keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya. 

2. Ni ai Dasar ANEKA 

Selain akan berdampak pada hal teknis tidak adanya pedoman penyimpanan 

do<umen transkripsi rapat juga akan berdampak pada nilai-nilai dasar ASN yakni 

ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu, Anti Korupsi) 

berikut adalah penjelasannya 

a) Akuntabilitas 

Nilai dasar Akuntabilitas adalah sebuah pemahaman terhadap bentuk 

pelanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan atau produk yang 

dihasilkan. Indikator untuk penilaian akuntabilitas antara lain : Jujur, Integritas, 

Ke elasan kewenangan, Konsisten, Adil, Netral, Konsisten, Mendahulukan 

kepentingan publik. Nilai akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal mi juga termasuk ke 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Risalah dalam proses penyimpanan 

dokumen transkripsi rapat. Penyimpanan dokumen transkripsi rapat sebagai 

dokumen negara yang disimpan dengan baik dan tervalidasi dari komponen 

dokumen pendukung merupakan wujud adanya nilai akuntabilitas dari hasil proses 

pelaksanaan transkripsi rapat. Demi membuat penyimpanan dokumen transkripsi 

rap3t yang akuntabel, perlu adanya dukungan koordinasi dari setiap jenjang jabatan 

yang terlibat. Pedoman Penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang selama mi 

dilacukan oleh Bagian Risalah masih belum optimal karena penyerahan hasil rapat 

hariya berbentuk rekaman rapat dan ada anggapan dari penyelenggara rapat 

bahwa transkripsi hanya membutuhkan rekaman rapat. Semestinya dalam sebuah 

dokimen transkripsi rapat membutuhkan keterkaitan substansi antara rekaman dan 

bah3n rapat untuk dapat dikoreksi kejenjang berikutnya selanjutnya dapat divalidasi 

dan dilakukan pengolahan hasil transkripsi ke pada tahap selanjutnya. Maka dan 

itu, penting untuk dilakukan optimalisasi dalam hal penyimpanan dokumen 

transkripsi rapat Iengkap yang terdiri dari hasil transkripsi, bahan I draft rapat, daftar 

hadir, skenario rapat dan lainnya. Apabila tidak terdapat nilai akuntabilitas dalam 

kegiatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka hasil transkripsi 
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rapat yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan akuntabel. Hal mi juga 

berpengaruh kepada kinerja anggota dewan karena transkripsi rapat merupakan 

bahan awal atau materi pelengkap dari proses pengambilan keputusan untuk rapat-

rapat selanjutnya. Kemudian dengan tidak adanya nilai akuntabilitas dalam kegiatan 

pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka akan berdampak pula 

peda kinerja pegawai di Bagian Risalah karena bekerja tidak sesuai pada tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai asisten perisalah perisalah legislatif. 

Nasionalisme 

Nilai dasar Nasionalisme adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam ideologi negara, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai hormat menghormati, 

ke -ja sama, tidak memaksakan kehendak, jujur amanah, adil, persamaan derajat, 

tid.k diskriminatif, membela kebenaran, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, 

memelihara ketertiban, Disiplin, musyawarah, kekeluargaan, menghormati 

keputusan, Kepentingan bersama. 

Nilai nasionalisme penting untuk diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

da am tugas dan jabatannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kerja sama 

yang baik antar jenjang jabatan diperlukan demi mendapatkan hasil yang optimal. 

Nilai nasionalisme juga terkandung dalam tugas penulis sebagai asisten perisalah 

legistatif untuk membuat Transkripsi Rapat, dengan melakukan koordinasi baik 

dengan pegawsi yang ada di Bagian Risalah dan penyelenggara rapat. 

Apabila tidak adanya nilai nasionalisme dalam kegiatan pedoman 

penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka proses pembuatan risalah menjadi 

terhambat. Pentingnya kerja sama yang baik dari antar pegawai Bagian Risalah 

dengan penyelenggara rapat untuk dapat menghasilkan Transkripsi Rapat yang 

baik, sekaligus menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kinerjanya sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Etika Publik 

ASN yang baik merupakan ASN yang memiliki etika. Guna membentuk karakter 

AS\I yang baik maka di dalam nilai dasarASN ditekankan bagaimana seorang ASN 

bersikap atau disebut dengan Etika Publik. Poin yang tertuang di dalam Etika Publik 

antra lain : Jujur, Bertanggung jawab, Integritas tinggi, Cermat, Disiplin, Hormat, 
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Sopan, Taat pada peraturan perundang-undangan, taat perintah, menjaga rahasia. 

Etka publik dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan 

wewenangnya sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dalam tugas dan jabatannya. Begitu pula dengan penulis sebagai 

AEisten Perisalah Legislatif yang dituntut untuk membuat Transkripsi Rapat yang 

alwrat sesuai dengan isi yang ada di dalam rapat anggota dewan. 

Nilai etika publik yang diterapkan oleh penulis dalam Pedoman Penyimpanan 

Dcikumen Transkripsi Rapat adalah adanya integritas dalam melaksanakan 

kegiatan. Koordinasi yang dilakukan dengan pegawal di Bagian Risalah harus 

optimal agar dapat mencapai hasil yang diinginkan yaitu adanya Pedoman 

PEnyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat yang akurat. Transkripsi rapat yang 

akrat merupakan bukti nilal integritas ASN dalam menjalakan tugasnya sebagai 

PElayan Publik yang beretika. 

Etika publik juga dibutuhkan oleh penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif 

ke:ika melakukan koordinasi dengan pegawai Bagian Risalah. Sikap hormat dan 

sopan merupakan hal yang penting untuk diterapkan ketika melaksanakan 

kordinasi. Apabila sikap hormat dan sopan tidak diterapkan, maka koordinasi antar 

Pe.gawai Bagian Risalah tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak 

paia lahirnya Transkripsi Rapat yang tidak akurat dan akuntabel sehingga 

mempengaruhi kinerja dewan. 

d) Komitmen Mutu 

Komitmen mutu merupakan sebuah gagasan yang diberikan individu atau 

keompok untuk menciptakan sebuah hasil yang efektif, efisiensi, dan inovasi. Nilai 

Kc%nitmen Mutu diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik dengan cara yang 

efe-ktif dan efisien. Begitu pula dengan penulis sebagai CPNS Perisalah Legislatif 

Ahii Pertama yang melakukan program aktualisasi yaitu optimalisasi koordinasi 

kegiatan penyusunan risalah rapat. Bagan optimalisasi koordinasi merupakan 

sebuah inovasi yang dihasilkan dari penulis. Bagan optimalisasi koordinasi disusun 

un - uk mengoptimalkan proses koordinasi dalam kegiatan penyusunan risalah 

sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. 
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Apabila tidak adanya nilal komitmen mutu dalam kegiatan penyimpanan 

dckumen transkripsi rapat yang dilakukan oleh pegawai di Bagian Risalah, maka 

prses penyimpanan menjadi tidak tersimpan dengan balk. Transkripsi rapat yang 

diserahkan kepada jenjang jabatan selanjutnya untuk dikoreksi seharusnya 

dilengkapi dengan kelengkapan berkas atau bahan rapat lainnya untuk dapat 

diperbaiki dan dikoreksi kebenarannya. Hal mi mengakibatkan hasil transkripsi rapat 

menjadi kurang akuratsehingga berdampak pada kinerja dewan. Sehingga program 

aklualisasi ini sangat penting untuk diterapkan sehingga menjadi salah satu nilai 

darASN yaitu Komitmen Mutu. 

e) Anti Korupsi 

Anti korupsi merupakan salah satu Nilai Dasar PNS yang memiliki poin : jujur, 

diEiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli. 

Nili anti korupsi dibutuhkan demi menjamin integritas dari seorang pegawai 

maupun dari institusinya. Penulis sebagai CPNS Asisten Perisalah Legislatif dalam 

menjalankan tugasnya pun membutuhkan nilai dasar ASN yaitu anti korupsi. Nilai 

ani korupsi dibutuhkan dalam pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

un:uk membuat penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang akurat dan 

akuntabel. Transkripsi rapat merupakan dokumen yang berisi jalannya suatu rapat. 

Apabila pegawai di Bagian Risalah tidak memiliki sikap jujur dalam nilai anti korupsi, 

mEka transkripsi rapat tidak dapat dikatakan akurat. Hal mi juga akan berdampak 

pada anggota dewan. 
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E. JADWAL KEGIATAN 

September Oktober November 
No Kegiatan 

I 
IV IH Ill IV 

1 Diskusi terarah dengan 

mentor 

2 Melakukan Pembuatan 

Pedoman Penyimpanan 

Dokumen Transkrip Rapat 

3 Sosialisasi Pedoman I 

Penyimpanan Dokumen 

Transkripsi Rapat 

4 Evaluasi Laporan Aktualisasi 



BABV 

PEN UTU P 

A. KESIMPULAN 

Program aktualisasi yang berjudul Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi 

Rapat memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu Penyimpanan Transkripsi 

Rapat yang akurat dan akuntabel. Dalam melaksanakan program aktualisasi, penulis 

memiliki 4 kegiatan di dalamnya. Dalam kegiatan tersebut, mengandung nilai dasar 

ASN, peran dan kedudukan ASN dan Nilai Organisasi, di antaranya adalab 

1. Diskusi Terarah dengan Mentor 

Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi mi terdiri dari 3 tahapan, yaitu Perbaikan 

rancangan aktualisasi, Notulensi saran berupa masukan atau perbaikan, dan 

rsetujuan mentor. Kegiatan mi memiliki nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, 

r\asionalisme dan Etika Publik, Nilai akuntabilitas dibutuhkan dalam kegiatan 

diskusi terarah dengan mentor untuk dapat mengidentifikasi perbaikan sehingga 

tercipta hasil suatu tata cara atau Iangkah penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

yang baik. Nilai Nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan bersama untuk 

tercapainya suatu ketentuan dan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat sebagai dokumen Negara yang penting dalam pengambilan kebijakan-

kebijakan selanjutnya. Selain itu, kegiatan mi memiliki nilai etika publik, sikap 

saling menghormati dan berperilaku sopan baik kepada mentor maupun pegawai 

d Bagian Risalah yang berperan dalam penyusunan risalah rapat dibutuhkan dan 

penulis untuk dapat melaksanakan program aktualisasi mi. Selain mengandung 

nlai dasar ASN, Kegiatan diskusi terarah dengan mentor juga mengandung nilai 

organisasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Nilai-nilai tersebut adalah akuntabel, 

profesional dan mntegritas. Dengan mengidentifikasi jenjang jabatan yang terlibat 

dalam kegiatan transkripsi rapat, maka penulis dapat melihat aktor yang 

bertanggung jawab di masing-masing tugasnya dalam proses penyimpanan 

transkripsi rapat. 

63 



Pembuatan Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Tujuan dari kegiatan ini adalah merealisasikan program aktualisasi dalam 

bentuk pedoman penyimpanan yang di dalamnya mencakup kegiatan 

penyimpanan transkripsi rapat. Terdapat empat tahapan kegiatan, yaitu konsultasi 

dengan mentor, pengumpulan data terkait penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat, membuat pedoman penyimpanan transkripsi rapat, dan melakukan uji coba 

penggunaan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. 

Dalam kegiatan mi memiliki dua nilal dasar ASN yaitu etika pub?ik dan komitmen 

mutu. Pembuatan bagan optimalisasi koordinasi sesual dengan salah satu nilai 

yang terkandung di dalam Etika Publik yaitu cermat, karena dalam 

pelaksanaannya memerlukan kecermatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi 

dari pegawai Asisten Perisalah Legislatif. Kegiatan mi juga memiliki nilai dasar 

ASN Komitmen Mutu karena dalam pembuatan pedoman penyimpanan dokumen 

tanskripsi rapat berorientasi pada Mutu. Selain nilai dasar ASN, terdapat pula 

rilai peran dan kedudukan ASN yaitu whole of government. Pembuatan risalah 

rapat tidak bisa dilakukan hanya menggunakan peran dari jabatan asisten 

perisalah legislatif terampil, tetapi juga dibutuhkan peran seluruh pegawai Bagian 

Risalah untuk dilakukan penyimpanan dan transkripsi rapat yang tervalidasi, maka 

carl itu dibutuhkan adanya kerja sama antar jenjang jabatan Bagian Risalah di 

calam proses penyimpanan dokumen transkripsi rapat. 

Dan terakhir, terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan 

embuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yaitu akuntabel, 

rofesionaI dan integritas. 

Sosialisasi Pedoman Penyimanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Tujuan dari kegiatan mi adalah menyosialisasikan hasH dari program aktualisasi 

ienulis yaitu pedoman penyimpana dokumen transkripsi rapat. Terdapat dua 

t.ahapan kegiatan yang ada di dalam kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan 

cokumen transkripsi rapat, di antaranya adalah menyiapkan bahan sosialisasi, 

sosialisasi kepada Bagian Risalah, dan sosialisasi penyimpanan dari hash 

pembuatan pedoman kepada tamu undangan. 
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Terdapat nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam setiap tahapan kegiatan, 

ciantaranya adalah akuntabilitas dan etika publik. Sosialisasi diperlukan sebagai 

bentuk tanggung jawab dari hasil penyusunan program aktualisasi yaitu pedoman 

enyimpanan dokumen transkripsi rapat. Selain itu, di dalam penyampaian 

Eosialisasi, penulis menjelaskan hasil dan penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

cengan hormat dan sopan kepada pegawai di Bagian Risalah tanpa bermaksud 

nenggurui dan bersikap sopan sebagal rekan kerja. 

Terdapat pula nilai peran dan kedudukan ASN yaltu Whole of Government. 

Kegiatan mi termasuk ke dalam penerapan Whole of Government karena kegiatan 

tersebut saling berkaitan dan dalam prosesnya membutuhkan peran dari unit kerja 

lain selain dari Unit Kerja Bagian Risalah. 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan Sosialisasi 

Fedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat, di antaranya adalah 

cuntabel, profesional dan mntegritas. 

Dengan adanya Sosialisasi penyimpanan dokumen transkripsi rapat, tugas dan 

masing-masing pegawai bagian risalah dan unit kerja terkait dapat semakin 

kjnsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengerjaannya karena sesuai 

dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan akuntabel. 

Selain itu, kegiatan mi memiliki nilai organisasi profesional karena di setiap 

k?giatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja memiliki tugas dan 

tanggung jawab tersendiri sesuai dengan perannya dalam membuat dan 

menyimpan transkripsi rapat. 

Pada kegiatan Sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat 

jLga terdapat nilai organisasi yaitu intergritas karena dapat memandu pegawai di 

uiit kerja bagian risalah untuk dapat menjunjung nilai kejujuran dalam 

rrenjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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B. SARAN 

Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi pedoman penyimpanan dokumen 

trarskripsi rapat terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, diantaranya 

adalah: 

Untuk Internal Unit Kerja 

Kedepannya diharapkan pedoman mi dapat diterapkan pada Bagian Risalah. 

Kegiatan mi selain sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga mampu 

mengoptimalisasikan penyimpanan dokumen transkripsi rapat sehingga 

menghasilkan dokumen transkripsi rapat yang akurat dan akuntabel. 

Lntuk Pihak Eksternal 

Eiharapkan kegiatan aktualisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi 

rapat dapat diterapkan pada Alat Kelengkapan Dewan selaku penyelenggara rapat 

uituk dapat melengkapi bahan atau berkas rapat terlebih dahulu sebelum 

transkripsi rapat di validasi, sehingga menghasilkan dokumen transkripsi rapat 

yang akurat dan akuntabel. 
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Lamp iran 

Lampiran 1. Contoh Transkripsi Rapat 

TahunSidang : 	2019-2020 

Masa Persidangan I (satu) 

Rapat <e : 	9 (sembilan) 

Jenis Rapat : 	Rapat Paripurna 

Sifat R3pat : 	Terbuka 

Hari!T6nggal : 	Selasa, 17 September 2019 

Waktu Pukul 10.00 WIB s.d. selesai 

Tempa: : 	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Lantai 3, 
Jin. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 

Ketua Rapat FAHRI HAMZAH, SE. 
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra) 
Didampingi oleh: 

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. 
(Ketua DPR RI) 
H. FADLI ZON, S.S., M.Sc. 
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam) 
Dr. AGUS HERMANTO 
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang) 
DR. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. 
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Rekku) 
Drs. UTUT ADIANTO 
(Wakil Ketua DPR RI Bidang AKN dan BURT) 

Acara : 	1. 	Penyampaian IHPS Semester I Tahun Sidang 2019 
serta Penyerahan LHP Periode Semester I Tahun 
2019; 
Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan 

terhadap 	RUU 	tentang 	Perubahan 	Kedua 	atas 
Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 
Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan 
terhadap RUU tentang Sumber Daya Air. 
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KETUA RAPAT I WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.): 

BismiII.aahirrahmaanirrahiim. 

Assala mu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 

Yang terhormat seluruh Anggota Dewan, para Pimpinan dan Hadirin yang sama-
sama kami muliakan. 

Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada pagi siang hari inikita dapat berkumpul 
kembali untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat 
Jenderal DPR RI, pada hari mi rapat telah dihadiri oleh 289 Anggota termasuk di 
daIamn'a yang menandatangani surat izin sebagai tanda ketidakhadiran dan persetujuan 
pada Rapat Paripurna kali ini. Dengan demikian kuorum telah dicapai dan dihadiri oleh 
semua Fraksi. 

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim perkenankan kami dari meja 
PimpinEn Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-9 Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2019-2020 mi dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.23 WIB) 

Selanjutnya manilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA) 

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. 

Sidang Dewan yang kami hormati, 

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan 
Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpmnan Fraksi-fraksi tanggal 17 
September 2019, acara Rapat Paripurna hari mi adalah: 

Pnyampaian IHPS Semester I Tahun Sidang 2019 serta Penyerahan LHP 
Periode Semester I Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 
Pembicaraan Tingkat II I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
Pembicaraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber 
Daya Air. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua BPK RI beserta jajarannya untuk 
memasui ruang rapat, dan rapat sementara kami skors. 
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Kami persilakan. 

(RAPAT DISKORS) 

KETUA RAPAT I WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.): 

Kepada Pimpinan BPK RI beserta jajarannya untuk mengambil tempat yang telah 
disediakan. 

Baiklah kita Ianjutkan skors kami cabut. 

(SKORS DICABUT) 

F-P.GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO): 

Izin Pimpinan. 

KETUA RAPAT: 

Ya Pak Bambang kami persitakan. 

F-P.GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO): 

Terima kasih Bapak Pimpinan. 

Bapak dan Ibu peserta Sidang Paripurna yang sangat kami muliakan dan juga para 
Hadirin sekalian. 

Assa!aamu'alaikum warrahmatul!aahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera, 
Selamat siang, 
Om swastiastu, 
Namo budhaya rahayu. 

kami ingin menyampaikan permasalahan keprihatinan dari pada kami tentang 
kebakaran hutan yang sekarang ini sudah terjadi pada 30 provinsi yang ada di Indonesia. 
Jadi tidak ada kata-kata bahwa hutan kita ml dibakar, tapi hutan kita ml terbakar akibat 
dari perawatan yang sangat kurang balk dari Kementerian Kehutanan. mi sesuai dengan 
Undang-undang No.41 Tahun 1999 di Pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah 
pusat barsama-sama dengan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi dan 
pada hutan kita, merawat hutan kita dengan balk. Jadi akibat dari pada kebakaran ini 
berapa kerugian dari pada masyarakat, mulal dari transportasi tidak bisa jalan, juga 
masalah kesehatan masyarakat, dan juga permasalahan yang berhubungan dengan 
pariwista kita yang sekarang lagi kita gala-galakan, digalakannya pariwisata dan 
biasanya pariwisata dari asing mi pada saat bulan Agustus ml adalah ramai-ramainya 
mereka hadir datang di Indonesia. 
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.adi kami sangat prihatin dengan masalah hal mi, dan mi bukti bahwa Kementerian 
LHK gagal hampirsama yang dilakukan di 2015 dan baru bisa padam setelah ada hujan. 
Jadi bukan memadamkan harusnya mulai dari awal titik api atau benih-benih dari pada 
kebakaan itu sudah bisa kita cegah terlebih dahulu. Jadi mi seperti yang dilakukan oleh 
beberapa negara yang mempunyai hutan yang ada di sekitar atau di regional yang ada 
di Asia Tenggara. 

adi dari sini secara konstitusi juga masyarakat mempunyai hak hidup sesuai 
dengan Undang-undang RI 1945 Pasal 28 dan juga permasalahan yang di sini dan 
Kemenerian LHK sudah melanggar asas tanggung jawab negara terhadap lingkungan 
dan terancam hukuman pidana sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Dasar 
32 Tahun 2009 yaitu penjara 1 sampai 3 tahun dan denda 3.000.000.000,-. 

adi mi kami sampaikan Bapak Pimpinan semoga pemerintah cepat di dalam 
penangnan mi, karena begitu banyaknya korban dari pada kebakaran mi baik itu korban 
secara angsung maupun korban dari asap dari pada kebakaran itu sendiri yang sudah 
meluas hampir separuh wilayah dari pada Sumatera dan hampir mendekati sepertiga dan 
pada wiayah Kalimantan. Jadi mi yang moga-moga bisa menjadi kita percepat dan kita 
sangat mengharapkan adanya hujan moga-moga dalam waktu dekat mi ada hujan, 
sehingga bisa memadamkan kebakaran itu. 

Terima kasih. 

Wassalaam u 'alaikum warrahmatu!Iaahi wabaraka tuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'alaikumsalam warrahmatul!aahi wabarakatuh. 

Eaik, catatan tadi tentunya menjadi bagian dari Rapat Paripurna kita pada hari ml. 

F-P.NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., M.H.): 

Fimpinan. 

KETUA RAPAT: 

belum saya serahkan kepada yang interupsi kedua tadi, saya kelupaan ada 3 
agenda ,'ang saya bacakan tadi, saya belum menanyakan kepada hadirin, apakah dapat 
kita setLjui? 

(RAPAT: SETUJU) 

Ba ik. 
Silakan Pak Syarif. 

F-P.NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., M.H.): 

Tarima kasih. 
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Pimpirn yang saya hormati, 
Anggota DPR RI beserta Sidang Paripurna. 

Pertama, berkaitan dengan masalah akhir-akhir ini memang kita sangat prihatin 
berkaitEn dengan kebakaran yang terjadi, tetapi karena persoalan ml kalau kebetulan 
saya dsri Dapil Kalimantan Barat, yang ada sebenarnya persoalan kebakaran yang ada 
terjadi Eaat mi adalah kebakaran lahan-lahan yang sudah tidak ada penghuni dan tidak 
juga te -hadap kebakaran kehutanan yang sebagaimana beberapa yang baru tadi 
disampaikan. 

Eebenarnya persoalan ml saya melihat ada kekurangtegasan terhadap seluruh 
stake hci1ders yang ada, maka untuk itu harus ada kesamaan persepsi terhadap persoalan 
asap mi, karena setiap waktu kita menjelang musim kemarau, musim kering seperti mi 
selalu terjadi kebakaran. 

Maka untuk itu kami berharap ada tindakan yang tegas balk eksekutif maupun 
yudikatil, karena beberapa waktu yang lalu banyak persoalan-persoalan hutan mi yang 
bebas d peradilan. Maka untuk itu kami meminta ada ketegasan dan ada persepsi yang 
same te -hadap pendekatan hukum di negara kita mi. 

T3rima kasih. 

Wassaiaamu 'ala ikum warrahma tul!aahi wabaraka tuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh. 

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita Ianjutkan kepada acara pertama yaltu 
"Penyarrpaian IHPS Semester I Tahun Sidang 2019 serta Penyerahan [HP Periode 
Semester I Tahun 2019". 

Sebagaimana kita ketahul bersama bahwa sesual Pasal 72 huruf e Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 menyatakan bahwa "DPR 
bertu gas memba has dan menindakianjuti hasii pemeriksaan atas pen gelolaan dan 
tanggunçjawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan". 

Selanjutnya pada Pasal 163 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan DPR RI Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa "DPR mempunyai fungsi 
pen gawa-san pelaksanaan keuangan negara dilakukan melalui has/I pemeriksaan 
semester BPK serta tindak lanjut has/I pemeriksaan semester BPK". 

Urtuk maksud tersebut di atas, kami persilakan kepada yang terhormat saudara 
Ketua BFK RI untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud. 

Kami persilakan. 

KETUA BPK RI: 

Yang terhormat Ketua DPR RI, 
Yang kani hormati para Wakil Ketua DPR RI, 
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Yang kmi hormati Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI, 
Yang kami hormati para Anggota DPR RI, 
Had irir yang saya muliakan. 

Ass ala mu 'alaikum warrahma tu!!aahi wabaraka tuh, 
Selam2t slang dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah SWT., 
yang teh melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada han 
mi kita dapat menghadini Rapat Paripurna DPR RI yang mulia mi. 

Memenuhi amanat Pasal 23 e Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-
undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, hari ml BPK menyerahkan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan 
Perwakian Rakyat. 

IHPS I Tahun 2019 memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
yang terdiri dari 651 [HP keuangan, 4 LHP kinerja dan 37 LHP dengan tujuan tertentu. 

Pimpinan Rapat Paripurna dan Had inn yang saya muliakan, 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang 
memuat 14.965 permasalahan yang meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem 
pengendalian intern, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundag-undangan sebesar Sembilan koma Enam Puluh Delapan Triliun dan 93 
permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Enam 
Ratus Tujuh Putuh Enam koma Delapan Puluh Satu Miliar. 

Dari 7,636 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, diantaranya sebanyak 4.838 
permasIahan sebesar Sembilan koma Enam Delapan Triliun merupakan permasalahan 
ketidakpatuhan yaitu yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.162 permasalahan 
sebesar Dua koma Empat Tujuh Triliun Rupiah, potensi kerugian sebanyak 502 
permasalahan sebesar Satu koma Tiga Puluh Satu Triliun Rupiah, dan kekurangan 
penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Lima koma Sembilan Puluh Triliun 
Rupiah. 

Selain dari pada itu terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan 
penyimpangan administrasi. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut pada saat 
proses pameriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan 
aset dan atau menyetorkan ke kas negara, daerah, perusahaan sebesar Sembilan Ratus 
Empat Pluh Sembilan koma Sepuluh Miliar. 

Pimpinai Rapat Paripurna dan hadirin yang saya muliakan, 

IHPS I Tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeniksaan keuangan pada 
pemerintah pusat yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, 85 
Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL) tahun 2018, 1 Laporan 
Keuangai Bendahara Umum Negara tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman 
dan Hibah Luar Negeri tahun 2018. 
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Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pemeriksaan LKPP 
BPKjuga memeriksa 85 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2018. 

Adapun Laporan Keuangan BPKtahun 2018 diperiksa oleh KantorAkuntan Publik. 
Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018 menunjukkan bahwa 81 LKKL 
termasuk LK-BPK dan 1 LKBUN memperoleb opini WTP, 4 LKKL memperoleh opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan 
Pendapat (IMP). 

LKKL yang memperoleh opini WTP telah mengalami peningkatan dan 65% atasu 
56 LKK_ pada tahun 2015 menjadi 94% atau 82 LKKL pada tahun 2018. Hal mi berarti 
pemeriritah telah mendekati target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata 
kelola can reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka 
menencah nasional 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019. 

Eelain itu, BPKjuga telah memeriksa 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibab 
Luar Negeri dari Asian Development Bank, The World Bank dan International Bank for 
Recons:ruction and Development. Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan 
17 LHKLN memperoleh opini WTP dan 1 LHKPLN memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengec jalian. 

Pimpinan dan para Anggota DPR RI, serta Hadirin yang terhormat, 

Fada Semester I 2019 mi BPK telah menerima seluruh Laporan Keuangan 
Pemenirtah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 atau 100% LKPD tahun 2018. Kami 
mengaxesiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Pemerintahan 
Daerah Deserta jajarannya yang telah menyerahkan LKPD pada Semester 12019 kepada 
BPK tet waktu. Sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh pemeriksaan atas LKPD 
secara tpat waktu dalam Semester 12019. 

Berdasarkan tingkat pemerintahan, pencapaian opini atas LKPD 2018 sebagai 
berikut: 

ri 34 pemerintah provinsi sebanyak 32 LKPD memperoleh opini WTP, dan 2 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP. Dari 415 pemerintahan 
kabupaten sebanyak 327 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebanyak 76 
LKPD nempenoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, dan sebanyak 12 LKPD 
memperleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. 

Dni 93 pemerintah kota, sebanyak 84 LKPD memperoleh opini WTP, sebanyak 8 
LKPD nemperoleh opini WDP dan sebanyak 1 LKPD memperoleh opini tidak 
menyatan pendapat. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan 
daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas 
keuangi pemerintab untuk provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 
2015-20 19 masing-masing sebesar 85%, 60% dan 65%. 

Selain memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, BPK juga 
tetah memeniksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2018 yaitu Laporan 
KeuangEn Tahunan Bank Indonesia, Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 
Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Laporan Keuangan Badan 
Pengelola Keuangan Haji. Seluruh Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2018 
tersebut -nemperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
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Pimpiran Rapat Paripurna dan Had inn yang kami muliakan, 

BPK juga telah melakukan 4 pemeriksaan kinerja dan 37 pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 3 objek pemeriksaan pada 
pemerintah pusat dan 1 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada 
pemeriritah pusat dan BUMN yang signifikan antara lain: 

1 Femeriksaan atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap 
laksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan 2015 

Semester I 2019 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN/Bappenas), Tim Koordinasi Nasional TPB di Bappenas, dan instansi terkait 
lEinnya dengan kesimpulan telah cukup efektif; 
Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian 
thun 2016 Semester I tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan 
Pndidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan 
Pnerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 
B.adan Tenaga Nasional (Batan) dan instansi terkait Iainnya dengan kesimpulan 
kurang efektif; 
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan penerimaan dan penyimpanan dan 
penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk mendukung ketersediaan 
kebutuhan energi bagi masyarakat tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 pada 
P. Pertamina Persero dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif. 

Pimpinan dan para Anggota DPR RI, serta Hadirin yang saya hormati, 

Terdapat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 9 objek pemeriksaan 
pada penerintah pusat dan 18 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Hasil 
pemeriksaan yang signifikan antara lain: 

Pengelolaan PNBPdan perizinan mineral dan batu bara pada Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 
inEtansi terkait lainnya dengan kesimpulan telah sesuai dengan kriteria, telah 
se:uai kriteria dengan pengecualian; 
Pengelolaan belanja subsidi pada 3 kuasa pengguna anggaran kementerian 
deigan kesimpulan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 1 objek 
pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan; 
Peigelolaan program beasiswa tahun 2017 triwulan III 2018 pada Kemenristik 
Dikti dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan telah sesuai kriteria dengan 
pengecualian; 
Pengelolaan pendapatan biaya dan investasi BUMN yang dilakukan terhadap 15 
obj3k pemeriksaan dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 
12 Dbjek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 3 objek pemeriksaan. 
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Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 30 
Juni 2019, BPK telah memberikan 545.995 rekomendasi sebesarTiga Ratus Lima koma 
Enam Puluh Enam Triliun Rupiah yang bertujuan untuk membuat pemerintah BUMN 
BUMD Jan badan Iainnya bekerja Iebih tertib, akuntabel, hemat, efisien dan efektif. 

Hasil pemantauan tindak lanjuti rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak 
406.495 rekomendasi sebesar Seratus Tujuh Puluh Sembilan koma Lima Puluh Tiga 
Triliunt3lah sesuai. 106.657 rekomendasi sebesarSembilan Puluh Sembilan koma Enam 
Belas Triliun belum sesuai, 27.659 rekomendasi sebesar Tiga Belas koma Tiga Triliun 
Rupiah belum ditindakianjuti dan sebanyak 5.184 rekomendasi sebesarTiga Belas koma 
Sembilan Puluh Empat Triliun tidak dapat ditindakianjuti. 

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK atas hasi 
pemeriksaan periode 2005 sampai dengan 30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas 
dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan 
dan adalah sebesar Seratus Lima koma Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah. 

1-IPS I tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian 
negara daerah tahun 2005 sampai dengan Juni 2019 dengan status yang telah 
ditetapkan sebesar Tiga Triliun Rupiah. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 
2005 sampai dengan Juni 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Dua Ratus 
Enam F uluh koma Empat Miliar Rupiah, pelunasan sebesar Sembilan Ratus Lima Puluh 
Empat <oma Lima Puluh Enam Miliar Rupiah dan penghapusan sebesar Tujuh Puluh 
Sembilan koma Lima Puluh Dua Miliar Rupiah. Dengan demikian masih terdapat sisa 
kerugian sebesar Satu koma Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah. 

Pimpin3n Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan, 

EPK juga telah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang berwenang, 
baik itu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
proses penegakkan hukum melalui hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi 
yang berwenang untuk diproses Iebih lanjut. 

Fada periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2019, BPK telah menyampaikan 16 
Laporar Hasil Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara atau 
daerah sebesar Delapan koma Lima Puluh Tujuh Triliun dan 184 Laporan Hash 
Penghitingan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara dan daerah sebesar 
SebelaE koma Tiga Puluh Triliun Rupiah kepada instansi yang berwenang. BPK juga 
telah melaksanakan 163 kasus pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan. 

Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan, 

Kami perlu menyampaikan bahwa IHPS Semester I 2019 ini merupakan Laporan 
Capaiar Kinerja terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019. Kami selaku Pimpinan 
BPK mnohon pamit dan memohon din, kami mengapresiasi dukungan dan bantuan dan 
Pimpini DPR RI dan jajaran DPR RI selama masa kepemimpinan kami di BPK. Kami 
masih banyak pekerjaan rumah kami dalam mendorong pengelolaan keuangan negara 
sesuai cengan Renstra BPK Tahun 2015-2019. 
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Peran DPR RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara dan daerah yang 
transpsran dan akuntabel semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan semakin 
menincatnya pemerintah pusat dan daerah yang mendapat opini WTP. 

Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan 
hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salab satu pihak yang 
dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dan 
Pimpinan dan para Anggota DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama 
dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat. 

Sekian dan terima kasih. 

Wabilleahittaufik walhidayah, 
Wassa 'aamu'alaIkum warrahmatullaahi wabarakatuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'a!akumsaIam warrahmatullaahi wabarakatuh. 

Balk, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK Republik Indonesia 
yang telah menyampaikan Penyampaian IHPS semester I Tahun Sidang 2019 serta 
Penyerahan LHP Periode Semester I Tahun 2019. 

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan 
Undanç-undang Nomor42 Tahun 2014, dan Pasal 58 ayat (3) huruf b Peraturan DPR RI 
tentang Tata Tertib, maka hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Alat 
KeIengIapan Dewan untuk menindaklanjuti dan hasilnya diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya Komisi-komisi DPR RI 
dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing. 

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ketua BPK RI, Pimpinan BPK 
beserta jajaran untuk meninggalkan ruang rapat dan selanjutnya kami minta supaya 
saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaranya dihadirkan di ruang sidang. Kami 
persi I aIn. 

Skors sementara. 

(RAPAT: DISKORS) 

KETUA RAPAT I WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.): 

Silakan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 
Kami persilakan kepada Menpan, kami persilakan agar mengambll tempat. 
F'ak Menteni Hukum sudah hadir? 
Oke, kita tunggu sebentar, ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan. 
Eaik, Menteri Hukum dan HAM, Menpan sudah hadirsemua. 
Eapak dan Ibu sekalian, skors saya cabut. 

(SKORS DICABUT) 
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Dan kita mulai. 

Yang terhormat para Anggota Dewan, 
Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran, 
Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia beserta 
jajaran 
Hadiriri yang kami muliakan. 

Marilah kita memasuki acara ke-2 Rapat Paripurna Dewan pada hari mi yaitu 
"Pembicaraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Didana  Korupsi". 

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No.42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam 
Rapat Paripurna dengan kegiatan sebagai berikut: 

Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini 
DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; 
Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara 
Ian yang diminta oleh Pimpinan Rapat; dan 
Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 

Karena itu marilah kita melanjutkan acara yaltu kami persilakan kepada Pimpinan 
Badan Legislasi DPR RI yang terhormat saudara Dr. Supratman Andi Agtas, S.H.,M.H., 
untuk rrenyampaikan Iaporannya. 

:ami persilakan. 

PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPR RI (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.IF-
P.GERI 1DRA): 

Bismi!Iaahirrahmaanirrahiim. 

Assa!aam u 'alaikum warrahmatullaahi wabaraka tuh, 
Selamat pagi, 
Salam sejahtera buat kita sekalian. 

LAPORAN BADAN LEGISLASI 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Ill PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
AlAS PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN TIN DAK PIDANA KORU PSI DALAM RAPAT PARIPURNA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 
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Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rekan-
rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Yang s.aya hormati Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN-RB, serta 
Hadirir sekalian yang berbahagia. 

Alhamdulillaah puji syukur kita panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah m9limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada han 
mi dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas 
pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan 
RUU titang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Demberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang mengacu kepada ketentuan Pasal 
105 hu -uf g Undang-undang No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, junto Pasal 
65 hurug Peraturan DPR RI No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi bertugas melakukan 
pembaasan rancangan undang-undang. 

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati, 

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan rancangan undang-
undang kumulatif terbuka sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia No.36/PUU-XV/2017. 

Eebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia 
sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke 
tahun, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara 
maupur dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta 
Iingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan 
suatu t.aya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan 
secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 

[engan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No.20 Tahun 2001, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 
kewenaigan melakukan koordinasi supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan. 

l\amun dalam perkembangannya, kinenja Komisi Pembenantasan Konupsi 
dinasakan kurang efektif, Iemahnya koordinasi antana penegak hukum, terjadinya 
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Staf Komisi Pemberantasan Korupsi serta 
adanya masalah pelaksanaan dalam tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan 
hukum acana pidana. Kelemahan koordinasi dengan sesama apanat penegak hukum, 
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probler-i penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, 
terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta 
kelemaiian belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan 
tugas cn wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat 
cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan 
tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan 
tindak p idana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu. Sehingga dapat mencegah dan 
mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. 

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan, bukan 
berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru adanya 
penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
menjalEnkan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif. Pembaruan 
hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
pengua:an tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara 
negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat 
merugikan keuangan negara. 

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan 
sejalan :iengan putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan 
pemerirtahan, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam ranah kekuasan 
eksekutf yang sering disebut sebagai lembaga pemerintah. Dengan begitu dapat 
diIetakkn bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang 
masuk dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang kami hormati, 

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mi diharapkan dapat: 

rvendudukan  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur 
lEmbaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan atau 
Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan 
pamberantasan korupsi; 
IVenyusun jaringan kerja yang kuat dan mempenlakukan institusi yang telah ada 
sebagai counterpart yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan 
korupsi dapat dilaksanakan Iebih efektif, efisien, terkoordinasi dan sesuai dengan 
ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
rv%engurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegak hukum dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak memonopoli 
dan menyelisihi tugas, wewenang, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; 
Me!akukan kerja sama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam 
upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
kc'rupsi. 
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Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia, 

rAateri perubahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 
30 Tal- un 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah 
dibahas dan disetujul bersama sebagai berikut: 

Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif, yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap 
bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun; 
Pembentukkan Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan 
cewenangan KPK agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pelaksanaan penyadapan; 
Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak 

idana korupsi yang ditangani oleh KPK; 
Mekanisme penggeledahan dan penyitaan; 
Sistem kepegawalan KPK. 

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati, 

Setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Legislasi dengan Pemerintah, 
Fraksi-f -aksi menyampaikan pandangan mininya sebagai berikut: 

Tujuh Fraksi secara penuh menerima tanpa catatan. Dua Fraksi belum dapat 
menerina atau menyetujui terutama yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan 
Dewan engawas yang tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dua Fraksi mi adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera. Ketiga, Satu Fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat belum memberikan 
pendapatnya karena menunggu hasil konsultasi dengan Pimpinan Fraksi. 

Oleh karena itu, hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
kami rreminta untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya yakni untuk 
disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk ditetapkan dan disetujui sebagal undang-
undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

:emikianlah Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan RUU tentang Perubahan Kedua 
atas UrKiang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang 
terhormat mi. 

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih 
kepada seluruh Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan 
pembahsan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 teritang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami juga menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan 
terhadap kegiatan Badan Legislasi mi, baik dari tim Pemenintah, dalam hal mi 
Kementenian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reforrrsi Birokrasi, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi, Sekretariat Jenderal DPR, 
Tim AhIi dan Sekretariat Badan Legislasi, sehingga pembahasan RUU tentang 
Perubaian Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diselesaikan. 

Sekian, terima kasih. 

Wabilkahittaufik walhidayah, 
Wass&aamu 'alaikum warrahma tul!aahi wabaraka tuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'alaikumsalam warrahmatullaahi wabaraka tuh. 

F-PKS I Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): 

Interupsi Pimpinan. 

KETUA RAPAT: 

Eebentar Bu, ini ada kita mengucapkan terima kasih dulu. 
Eaik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Dr. Supratman Andi Agtas, 

S.H., M.H., yang telah menyampaikan Laporan Tingkat Pertama Pengambilan Keputusan 
terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sekarang kita akan melalui tiga tahapan pengesahan. Saya mengusulkan kita 
melakukan tiga tahapan mi terlebih dahulu, setelah itu nanti baru kita memberikan nota 
dan catatan, apa bisa disetujui? 

(RAPAT: SETUJU) 

Baik, jadi kita ambil keputusan yang pertama saya ingin menanyakan kepada 
seluruh 7 raksi apakah Pembicaraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap RUU 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-
undang 

(RAPAT: SETUJU) 

Baik. 
Yang kedua, berikut kami tanyakan kembali kepada seluruh Anggota, apakah 

Pembicraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan 
Kedua Etas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Fidana Korupsi, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? 

(RAPAT: SETUJU) 
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Eaik. 
Eetelah ini kita akan mendengarkan Pandangan Presiden yang diwakili oleb 

Menteri Hukum dan HAM. Menurut usul kami, kami usulkan kita mendengar Menteri 
Hukum dan HAM, Ialu ada pengesahan terakhir setelah mendengar Menteri Hukum dan 
HAM, dan baru setelah itu kita memberikan catatan. Kalau bisa disetujui? 

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFAAMALIAH, S.Si., M.PSI.T.): 

Fimpinan, izin Pimpinan. 
Ledia Hanifa Pimpinan. 

KETUA RAPAT: 

Eaik Ibu Ledia kami persilakan. 

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): 

Iva mi berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam Laporan Badan Legislasi, 
karena kami merasa perlu menegaskan sejumlah sikap dari Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtea tentang pembicaraan di Tingkat I, karena itu izinkan Pimpinan untuk 
disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan besar pada kami. 

KETUA RAPAT: 

Ealk, begini Bu tadi kita mengusulkan agar notanya memang akan diberikan 
kesempatan minder head pandangan dan sebagainya, tapi kita usulkan karena mi 
Pembicaraan Tingkat I sudah selesai, sekarang kita mendengar dulu Pandangan 
Presiden, setelah itu kita mengambil keputusan, baru nota kita masukan sebagai bagian 
dari seIruh pembahasan undang-undang di Paripurna mi, yang Iampirannya akan 
diserahkan nanti kepada tindakan Iebih Ianjutnya kepada pemerintah. Mungkin itu 
usulannja tadi. 

Bisa disetujui ya? 

(RAPAT: SETUJU) 

Ba i k. 
Sekarang kita lanjutkan kami persilakan kepada Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Bapak Prof.Dr. Yasonna Laoly, S.H.,M.Sc., untuk menyampaikan 
pendapat akhir mewakili Presiden Republik indonesia. 

Kami persilakan. 

MENTEI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA (PROF. DR. YASONNA LAOLY, 
S.H., M.Sc.): 

AssaIa mu'a!aikum warrahmatullaahi wabarakatuh, 
Salam 5ejahtera bagi kita semua, 

82 



Om swastiastu, 
Namo 3udhaya, 
Salam kebajikan. 

PENDAPAT AKHIR 
ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

Pimpirn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, 
Hadirin Sidang yang berbahagia, 

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 
dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, 
karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. 

Pada hari yang berbahagia mi kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan 
Perwak Ian Rakyat Republik Indonesia dengan agenda antara lain Penyampaian 
Pendat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Didana Korupsi. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebuttelah 
diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 16 September 
2019 cngan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu 
Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk pengambilan keputusan. 

Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Didana Korupsi dapat disetujul bersama dalam rapat DPR RI untuk disahkan 
menjadi undang-undang, sehingga pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi 
perlu teas terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
terh orm at, 
Hadirin yang berbahagia. 

lindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, 
perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang 
terjadi d2n jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana 
yang dibkukan semakin sistematis serta Iingkupnya yang memasuki seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. 

rveningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 
bencanE tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada 
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam upaya pemberantasan 
tindak p dana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, 
profesional serta berkesmnambungan. 
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Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.31 Tahun 1999 
tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No.20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi 
Pembeantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, 
termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantasan 
Korups merupakan lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan wewenang 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Pimpirn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya 
hormali, 

Untuk itu perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat 
mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana 
korupsi Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan 
berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya 
penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya semakin balk dan komprehensif. 

Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul 
kesada -an kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak 
pidana orupsi yang dapat merugikan keuangan negara. 

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan 
sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan 
pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif 
yang sering disebut lembaga pemerintah ... (rekaman suara tidak jelas) auxiliaryagency, 
hal mi dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem 
ketatanagaraan Indonesia menjadi jelas yaitu sebagal bagian dari pelaksana kekuasaan 
pemerintahan. 

Pimpirn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, 
Hadiriri yang saya muliakan. 

Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
antara lain: 

1. Kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara 
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana 
pun. Penegasan status lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-
Lndang ini memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan visi dan misi 
cibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-
Lndang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
F:orupsi; 
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Pen ghentian penyidikan dan pen untutan, Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak 

pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka 

waktu paling lama 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan harus 

dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 Minggu terhitung sejak 

dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 

Pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk 

nemberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, 

baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

Pen yadapan, penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dan 

Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin penyadapan dilaksanakan 

l:erdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan 
rating lama 1x24 jam, terhitung sejak permintaan diajukan. Dalam hal Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, 
enyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan 

capat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama. Hasil penyadapan 

bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan 

tiidak pidana korupsi. Perubahan pengaturan mengenai fungsi penyadapan yang 

cilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih menjunjung tinggi nilai-

rilai hak asasi manusia, sehingga penyadapan betul-betul dilaksanakan dalam 

koridor penegakkan hukum dan akuntabel; 
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, perubahan ketentuan dalam undang-

undang ini juga mengatur mengenai pemberian status kepegawaian yang jelas 
gi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan peraturan 
rundang-undangan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan 

warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada 

<omisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
merupakan Anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai 

tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan 

sasuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-undang ini juga 
memberikan mesa transisi dalam proses pengangkatan pegawai Komisi 

Femberantasan Korupsi pengaturan tersebut dengan memberikan jangka waktu 

yang cukup dalam menyesuaikan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang belum menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, 
Hadirin yang saya muliakan. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan secara 
sunggu -i-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam 
Rapat Paripurna yang terhormat mi dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan 
Yang iVaha Kuasa, Presiden menyatakan setuju RUU tentang Perubahan Kedua atas 
Undanç-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Dalam kesempatan ml pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan 
Rakyat yang terhormat dan Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terhorrrt atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan 
rancangan undang-undang mi. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya 
kepada kita semua. 

/-,amiin. 
Terima kasih. 

Wallahul muwaffiq ha aqwamit tharieq, 
Wassalaamu 'alaikum warrahmatu!Iaahi wabarakatuh. 
Om sarti santi santi om. 

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

TT D 

PROF. DR. YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc 

MENTERI PENDAYAGUNAAN 
APARATUR SIPIL NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

SYAFRUDDIN 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT: 

B.aik, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat saudara Prof.Dr. 
Yasonna Laoly, S.H.,M.Sc., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah 
menyarr paikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. 

Seperti yang saya katakan tadi selanjutnya saya akan menanyakan kembali 
apakah Pembicaraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disetujul untuk disahkan menjadi undang-
undang 

(RAPAT: SETUJU) 
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Baik, terima kasih. 
PAeIaIui forum mi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang 

setingg -tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya 
atas seaIa peran, upaya dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan 
rancangan undang-undang mi. 

Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh 
jajaranriya atas keterlibatan penuh di dalam pembahasan undang-undang mi. Kepada 
seluruh Anggota Dewan yang terlibat, Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal tak lupa 
kami mengucapkan terima kasih. 

Selanjutnya mi adalah momen yang saya janjikan tadi catatan. Kami persilakan 
kepada yang akan memberikan catatan, sebab kami juga mendapat catatan yang 
dikirimkan ke meja Pimpinan. Di sini yang pertama Pak Edhy Prabowo kami 
persi I a kan. 

F-P.GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.): 

terima kasih Pimpinan. 

Pimpinan dan Teman-teman Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, 
Pemeri itah, para Had inn sekalian. 

Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi undang-undang mi adalah dalam 
rangka menguatkan KPK itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penegakkan hukum. 
Namun masih ada ganjalan, makanya akibat ganjalan itulah membuat kami dalam 
pembaasan Tingkat I menolak untuk diteruskan, namun mungkin karena kalah suara 
kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot. 

Kami hanya ingin memberikan catatan tentang keberatan kami tentang Dewan 
Penga.as yang ditunjuk Iangsung tanpa dipilih dalam lembaga independent, mi menjadi 
catatan kita semua bahwa ke depan kalau mi masih dipertahankan, saya kami tidak 
bertangjungjawab terhadap terjadinya penyalahgunaan, semangat penguatan KPK itu 
sendiri yang ujungnya nanti malah justru melemahkan. 

Demikian Pandangan Fraksi dari Fraksi Partai Gerindra. 
Terima kasih Pimpinan. 

KETUA RAPAT: 

Terima kasih Pak Edhy atas pandangan yang sangat baik. 
Kami persilakan kepada Ibu Ledia. 

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.): 

Terima kasih Pimpinan. 
Ldia Hanifa, dari meja Pak Ecky Awal, karena secara teknis alat pengeras suara 

di meja saya tidak berfungsi. 
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Assala mu 'alaikum warrahmatullaahi wabaraka tuh. 

Pimpinan DPR RI beserta Bapak dan Ibu Anggota DPR RI dan dari Pemerintah 
beserta Hadirin yang berbahagia. 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Fraksi Partal Keadilan Sejahtera 
memberikan Deberapa catatan terkait dengan pembahasan revisi kedua pada Undang-
undang No.10 Tahun 2002 tentang KPK. 

Yang pertama, kami menganggap bahwa dalam pembentukkan Dewan Pengawas 
KPK yang disebutkan sebagai bagian dari KPK menyebabkan Dewan Pengawas mi 
menjad satu organ yang tidak dapat bekerja lebih independent dan kredibel, padahal kita 
semua sama-sama menganggap bahwa revisi mi konteksnya adalah untuk memberikan 
penguatan kepada KPK. 

Kedua, persoalan terkait pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK yang menjadi 
kewenangan mutlak Presiden. Fraksi PKS menganggap ketentuan tersebut tidak sesuai 
dengan tujuan dari draft awal Rancangan Undang-Undang KPK mi yaitu membentuk 
Dewan Pengawas yang profesional dan terbebas dari intervensi. Hal mi juga diperparah 
dengan ketentuan adanya keharusan KPK untuk meminta izin penyadapan ke Dewan 
Pengawas, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa penyadapan adalah senjata KPK 
dalam mencari bukti untuk mengungkap kasus korupsi yang termasuk dalam kategori 
extra ordinary crime. Fraksi PKS menilai seharusnya KPK cukup memberitahukan bukan 
membe -i izin kepada Dewan Pengawas KPK apabila sudah dan kemudian diiringi dengan 
monitorng dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena 
atau melanggar hak asasi manusia. 

Oleh karena itu Pimpinan Fraksi PKS menolak ketentuan mengenal kelembagaan 
Dewan Dengawas  KPK yang merupakan bagian dari KPK dan pemilihan Anggota Dewan 
Pengawas KPK yang menjadi kewenangan mutlak Presiden serta keharusan KPK 
meminta izin melakukan penyadapan kepada Dewan Pengawas di dalam Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Demikian sikap dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 

Wassal.aamu 'alaikum warrahmatu!!aahi wabarakatuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'alaikumsalam warrahma tul!aahi wabarakatuh. 

Terima kasih Ibu Ledia. 
selanjutnya Pak Arsul dari Fraksi PPP. 

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si.): 

Terima kasih Pimpinan. 

Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, 
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Pak Manteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Yasonna Hamonangan Laoly yang 
terhorriat, 
Pak Menpan-RB, Bapak Syafruddin yang terhormat. 

Iinkan kami memberikan catatan atas nama Fraksi PPP terkait dengan 
pengesahan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Kedua terhadap Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002. 

Catatan kami yang pertama adalah bahwa niat kita dalam merevisi undang-
undang mi adalah untuk memperkuat pemberantasan korupsi ke depan. OIeh karena itu 
menurut hemat kami Fraksi PPP kita tidak cukup berhenti dengan merevisi atau 
mempe -baharui Undang-undang No.30 Tahun 2002. Perlu menjadi komitmen kita semua 
sebaga pembentuk undang-undang agar di periode yang akan datang direvisi pula 
Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kemudian Undang-
undang No.31 Tahun 1999 junto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak 
Pidana Korupsi yang merupakan hukum materil dalam tindak pidana korupsi dan yang 
ketiga perlu menjadi komitmen kita bersama agar pemberantasan tindak pidana korupsi 
mi benar-benar menemukan paradigma seperti yang telah disampaikan oleh Bapak 
Presidei Jokowi pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 yakni agar recovery 
atau pengembalian kerugian negara bisa dimaksimalkan. Untuk itu saya kira perlu 
menjadi komitmen kita semua para pembentuk undang-undang agar dalam periode 
mendatang kita sepakat untuk mengintroduksi Undang-undang tentang Perampasan 
Aset. 

'Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi catatan kami adalah dalam 
revisi undang-undang mi maka nomenklatur kepegawaian KPK mi disetaraskan dengan 
Undang-undang tentang Aparatus Sipil Negara. Nah dalam konteks mi Fraksi PPP 
meminta kepada Pemerintah agar hak-hak keuangan dan tunjangan yang selama mi 
telah ditarima oleh para pegawai KPK tidak berkurang. 

r:emmkian catatan kami Pimpinan. 

Wal!ahiil muwaffiq ha aqwamit tharieq, 
Wassalamu'a!aikum warrahmatul!aahi wabarakatuh. 

KETUA RAPAT: 

Wa 'alaiKumsalam warrahmatul!aahi wabarakatuh. 

terima kasih. 
yang terakhir Ibu di sini tertulisnya Erma Suryani, kami persilakan. 

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H.): 

Trima kasih Pimpinan. 
E -ma Suryani Ranik, Fraksi Partai Demokrat, A-446. 

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati, 
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Tadi Badan Legislasi menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat belum 
membe -ikan pandangan terkait pada pengambilan keputusan Tingkat I. 

Pada kesempatan kali mi kami dari Fraksi Partai Demokrat hendak memberikan 
beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut terkait dengan Undang-undang No.30 
Tahun 2002. 

Fertama, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peran dan tugas 
penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK haruslah 
proper, terukur, transparan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, dijalankan secara 
profesicrial dan akuntabel. Fraksi Partai Demokrat mendorong dan terus 
mendukung sinergi yang diakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi 
Pemberntasan Korupsi dalam menegakkan hukum pemberantasan korupsi. Atas hal 
tersebut, Fraksi Partal Demokrat mengapresiasi sinergisitas dan setiap langkah dan 
upaya penegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan 
selama ni. 

Yang kedua, Fraksi Partai Demokrat konsisten dan berkomitmen untuk terus 
memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang 
dilakuki oleh segenap aparat penegak hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun 
di KPK. 

Katiga, Fraksi Partai Demokrat menolak dengan tegas setiap upaya pelemahan 
terhadap KPK dalam bentuk apapun, sebaliknya KPK juga harus diperkuat dan dijaga 
mndepenJensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan 
korupsi. 

Ka empat, bahwa selama 17 tahun perjalanan KPK dalam menjalankan tugas, 
wewena - ig dan tanggung jawabnya, Fraksi Partai Demokrat mendengar segenap 
aspirasi baik dari lingkungan KPK, masyarakat, partai politik, serta segenap elemen 
bangsa lain yang pada pokoknya diperlukan adanya penyempurnaan dan penguatan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut kami sampaikan pada prinsipnya Fraksi Partal 
Demokrat mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-.undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantasan 
korupsi ian pelemahan terhadap KPK, serta catatan Fraksi Partai Demokrat upaya 
pemberntasan korupsi dapat dilakukan secara terukur, proper dan baik, sehingga tujuan 
tercapainya penyempurnaan dan penguatan terhadap KPK akan mendukung kinerja 
penegakKan hukum, sehingga pemberantasan korupsi dapat kita capai di negeri mi. 

Pimpini dan Anggota DPR yang kami hormati, 

Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan secara khusus terkait dengan Dewan 
Pengawas. Di forum Rapat Paripurna ini, Fraksi Partal Demokrat mengingatkan adanya 
kemungkinan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden. Fraksi 
Partai D9mokrat tetap berpandangan bahwa hematnya Dewan Pengawas mi tidak 
menjadi kewenangan Presiden. 

Demikian yang kami sampaikan dari Pandangan Fraksi Partai Demokrat. 
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PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 	 SEKRETARIS, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

EDHIE BASKORO YUDHOYONO, BCom, 	DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H. 
M.Sc. 

Terima kasih Pak Ketua. 

KETUA RAPAT: 

Eaik, terima kasih Bu Erma, satu nota yang sangat jernih. 
Dari meja Pimpinan kami ingin sebelum Bapak Menteri meninggalkan ruangan, 

mengingatkan bahwa revisi Undang-undang KPK secara aklamasi oleh seluruh Fraksi 
pernah 'limulai dari tahun 2010, saya ingat waktu itu karena saya adalah salah satu unsur 
Pimpinen di Komisi III dan ketuanya adalab saudara Beni K. Harman dari Fraksi Partai 
Demokrat. Lalu kemudian terus berjalan 2019, 2012 Presiden SBY menyatakan belum 
tepat waktu. 2015 Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden, pada waktu itu 
mulai rrengusulkan adanya revisi, sehingga kemudian terus terjadi pembahasan dan 
sosialisasi, bahkan pernah dibentuk dua tim, Tim Pemerintah dan Tim DPR untuk 
sosialisasi ke kampus-kampus dan sebagainya dan itu telah dijalankan. Memang ada 
kampus yang secara ekstrim menolak ya, kita tidak boleh masuk kampus untuk 
membahas RUU mi. Saya kira itu memang terjadi. 

Nah akhirnya sekarang sampal kita pada kesimpulan dan kita telah mengambil 
keputusan, tentu mi adalah agregasi dari seluruh pengalaman, pendapat publik dan 
seluruhrya yang telah kita ambil dan pain-pain yang tadi disampaikan dan kita sudah 
sahkan memang merupakan pain-pain yang sering menjadi perbincangan. Jadi saya kira 
proses legislasi dan Paripurna hari mi adalah satu prases yang legitimate dan faktual dan 
telah kita lakukan. Kita bersyukur dalam 10 tahun tugas mi telah kita selesaikan dengan 
balk. 

Baik, itu catatan kami dari meja Pimpinan. Selanjutnya Kami persilakan kepada 
Menteri PAN karena Pak Laoly akan bertahan di ruangan mi untuk meninggalkan ruangan 
beserta jajarannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ke-3 dan Pak Laaly tetap 
akan diminta hadir, tepuk tangan kepada Tim Pemerintah dan kami persilakan Menteri 
Energi d3n Sumber Daya Mineral RI untuk masuk ke ruangan untuk membahas undang-
undang selanjutnya. 

Balk kami persilakan kita skars sementara sambil mempersiapkan Menteri ESDM 
Republik Indonesia beserta jajarannya untuk hadir. 

(RAPAT DISKORS) 

KETUA RAPAT I WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.): 

Balk, terima kasih. 
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Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian mi sudah menunjukkan waktu pukul 12.10 
YAY1I:J 

Yang terhormat para Anggota Dewan, 

Skors kami cabut. 

(SKORS DICABUT) 

Yang tErhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili 
beserta jajaran, 
Hadirin yang kami muliakan. 

Marilah kita memasuki acara yang ke-3 (tiga) yaltu Pembicaraan Tingkat II I 
Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air. 

Eerdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No.42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam 
Rapat Faripurna dengan kegiatan sebagai berikut: 

Fenyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini 
EPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; 
Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara 
lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan 
Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri yang 

mewakilinya. 

l<ami sampaikan bahwa Pimpinan telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor HK.01.01-Mn/1811, tanggal 
11 Septamber 2019, Hal: Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, yang 
menyampaikan bahwa masih adanya usulan perbaikan dari pemenintah tentang konsep 
Rancan.an Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

Kami mohon persetujuan apakah sebelum kita mendengarkan Laporan Pimpinan 
Komisi V DPR RI terhadap Pembicaraan Tingkat Ill Pengambilan Keputusan terhadap 
RUU tentang Sumber Daya Air, kami mengusulkan diadakan lobi untuk mendengarkan 
keterangan pemerintah tentang konsep perubahan tersebut. Sambil kita sholat dan 
makan E.iang, Apakah kita setuju kita skors sekitar 30 menit 

tuju ya kita skors ya? 

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.53 WIB) 

Kami persilakan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan 
Pemerintah untuk masuk ke ruangan lobi tepat di belakang saya untuk beberapa menit 
agar kita melakukan lobi sebelum melanjutkan sidang. Kami persilakan. Yang lain kami 
persilakan untuk makan siang dan istirahat. 
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(PELAKSANAAN LOBI) 

KETUP, RAPAT I WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.): 

Pimpinan ada yang bisa dampingi saya? 
Sudah jalan? 
Pak Ketua. 
Sambil menunggu kita Ianjutkan. 

Bapak dan Ibu sekalian, 

Thdi saya skors untuk 30 menit, jadi saya kira mi persis waktunya 30 menit, skors 
saya cabut ya. 

(SKORS DICABUT PUKULI 3.32 WIB) 

Baik. 

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta jajaran, 
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta yang mewakili, tadi 
juga dari beberapa kementerian ternyata hadir dari Kementerian Dalam Negeri dan 
lain-Ia in nya, 
Hadirin yang kami muliakan. 

Skors telah saya cabut dan untuk mempersingkat waktu, kami selaku Pimpinan 
menyampaikan bahwa hasil lobi telah disepakati yang intinya adalah mengembalikan 
kepada mekanisme yang sudah terjadi bahwa undang-undang mi telah mengalami 
Pembicaraan Tingkat I dan disetujui o$eh semua Fraksi dan Pemerintah, dan oleh sebab 
itu kita iapat melanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat II. Adapun hal-hal yang menjadi 
catatar pemerintah akan disempurnakan oleh pemerintah menjadi bagian dari dinamika 
yang terjadi diantara pemerintah dan DPR dan pemerintah memiliki alat-alat antisipasi 
untuk mengimplementasikan undang-undang yang akan kita sahkan ml. 

Karena itu mari kita melanjutkan acara, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi 
V DPR RI, yang terhormat saudara Lasarus, S.Sos., untuk menyampaikan Iaporannya. 

Kami persilakan. 

PIMPINAN KOMISI V DPR RI (LASARUS, S.Sos., M.SiJF-PDIP): 

Yang terhormat saudara Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI yang kami hormati, 
Wakil Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang 
mewakili, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili, Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili, Menteri Pertanian atau yang 
mewaHli, serta para Hadirin yang kami muliakan. 

Assa!aamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh, 
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Salam :Jamai sejahtera untuk kita semua, 
Om swastiastu, 
Namo Budhaya, 
Salam cebajikan. 

Merdeka! 

Pada hari yang berbahagia mi terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan 
syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-
Nya kit.a dapat bertemu pada forum Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan 
Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan 
Undanç-Undang tentang Sumber Daya Air. 

Saudara saudari yang kami hormati, 

Perkenankanlah kami dari Pimpinan Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa 
Rancaran Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah mendapat persetujuan 
seluruh Fraksi secara bersama dengan Pemerintah dalam forum Rapat Pembicaraan 
TingakEt I Pengambilan Keputusan pada hari Senin, 26 Agustus 2019 yang lalu. 

Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya Rancangan Undang-Undang tentang 
Sumber Daya Air secara resmi menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI 
dalam firum Rapat Paripurna pada tanggal 10 April 2018 dan kemudian melalui surat 
Presidei No.R-31/Pres/06/2018, tertanggal 7 Juni 2018, Pemerintah telah menunjuk 
wakil pEmerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas Rancangan 
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air bersama DPR. 

Hadirin yang kami hormati, 

Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan 
mengussai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat 
(3) Undng-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu 
dinyatakan secara tegas, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnva dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Seperti diketahui bahwa Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air tela -i dicabut keberlakuannya secara keseluruhan melalui Putusan Mahkamah 
Konstitt.i No.85!PUU-Xl/2013 dan memberlakukan kembali Undang-undang No.11 
Tahun - 974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan 
kondisi pengelolaan sumber daya air saat mi. 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak rakyat 
atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, maka kehadiran negara 
dalam pengelolaan sumber daya air harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya 
kemakrr uran rakyat. 
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Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air inisiatif DPR RI awalnya 
terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Setelah melalui sejumlah pembahasan dan perumusan 
yang intensif, akhirnya berhasil diselesaikan menjadi 16 bab dan 79 pasal. 

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air mi 
meliput: 

Penguasaan negara dan hak rakyat atas air; 
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan sumber daya air; 
Pengelolaan sumber daya air; 
Perizinan penggunaan sumber daya air; 
Sistem informasi sumber daya air; 
Pemberdayaan dan pengawasan; 
Pendanaan; 
Hak dan kewajiban; 
Partisipasi masyarakat; dan 
Koordinasi. 

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang mi. 

Rancangan undang-undang mi menegaskan hak rakyat atas air guna memenuhi 
kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin oleh negara. Selain itu, rancangan undang-
undang mi memberikan penegasan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses 
untuk memanfaatkan sumber daya air. 

Pimpinan dan Anggota DPR RI beserta Pemerintah yang kami hormati, 

Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah 
mendapat persetujuan dari semua Fraksi yang ada di Komisi V DPR RI dan Pemerintah. 
Fraksi-f'aksi juga menyampaikan harapan dan penekanan-penekanan untuk 
memak3imalkan implementasi rancangan undang-undang mi antara lain keharusan 
pemeriritah untuk segera membentuk aturan pelaksanaan yang diamanatkan undang-
undang tentang sumber daya air, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lintas 
instansL 

Akhirnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghagaan setinggi-tingginya kepada semua Pimpinan DPR RI, segenap Pimpinan 
Fraksi, impinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, rekan-rekan Anggota Komisi V 
DPR RI, terkhusus Anggota Panja Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya 
Air, juga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah 
kementenian terkait antara lain dari Kementerian Perindustrian, Ahli Bahasa dari Pusat 
Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Negara dan Tim 
Pendukjng dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang telah bersama-sama hadir 
saat pembahasan. 
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Jcapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, balk pakar dan 
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengamat, penggiat dan stake holders 
sumber daya air. 

:3elain itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk Tim Pendukung antara 
lain Tim Perancang Perundang-undangan atau Legal Drafter dan Tim Peniliti dari Badan 
Keahilan Dewan, Tenaga AhIi dan Sekretariat Komisi V DPR RI, serta semua pihak 
terkait, Sekretariat Jenderal DPR RI dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu 
per salu yang telah membantu secara teknis dan administrasi sehingga pembahasan 
rancanan undang-undang berjalan dengan lancar dan baik di semua tingkatan 
pembaiasan hingga pada forum Paripurna yang terhormat hari ini. 

Demikian penyampaian Laporan Komisi V DPR RI atas Hasil Pembahasan 
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Apabila ada kekurangan dan 
kekhilafan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini maupun dalam 
penyanpaikan laporan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-besarnya. 

.Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang 
tentang Sumber Daya Air mi guna mendapatkan persetujuan Pembicaraan Tingkat II 
Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari mi untuk menjadi undang-undang. 

3emoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi amal 
ibadah dan pengabdian kita kepada rakyat, bangsa dan negara tercinta Indonesia. 

Wassa.Jaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabaraka tuh, 
Om santi santi santi om, 
Namo Budhaya. 

Merdeka! 

Jakarta, 17 September 2019 

PIMPINAN KOMISI V DPR RI, 

LASARUS, S.Sos., M.Si. 
No. Anggota A-217 

Terima kasih. 

KETUA RAPAT: 

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Lasarus, S.Sos., yang terhormat 
yang telah menyampaikan Pembicaraan Tingkat I untuk Pengambilan Keputusan 
terhadap RUU tentang Sumber Daya Air. 

3eperti yang tadi juga kita lakukan terhadap RUU Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, saya akan melakukan pertanyaan kepada yang pertama kepada Fraksi-
fraksi pakah dapat disetujui? 
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(RAPAT: SETUJU) 

Baik, yang kedua saya akan tanya lagi kepada para Anggota apakah Pembicaraan 
Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air, dapat 
disetujLi untuk disahkan menjadi undang-undang? 

(RAPAT: SETUJU) 

Baik. 
Sebelum Pak Laoly menyampaikan pandangan, saya ingin Pak Laoly juga dengar 

bahwa kalau Paripurna itu kosong Pak sebenarnya, karena dalam sistem kita ada 
Paripuna yang sebetulnya sudah selesai di Tingkat I, Pemerintah dan Fraksi itu sudah 
mengambil keputusan Tingkat I. Paripurna itu dalam sistem di negara lain itu namanya 
voting .3pace, jadi orang datang untuk voting, tidak hadir seperti kita Pak, makanya 
Anggota DPR itu ada yang nonton dari ruangannya dan sebagainya, itu karena cuma 
untuk vJting. Nah saya sudah mengusulkan sebagai Ketua Tim di undang-undang yang 
akan datang kalau diperbaiki, Paripurna untuk voting itu tidak harus hadir, tapi dia datang 
untuk niencet. Bahkan kalau sudah Pembicaraan Tingkat I itu sudah akiamasi antara 
Pemerintab dan DPR, itu seharusnya tidak perlu lagi, tapi karena setiap Anggota punya 
kerahasiaan untuk voting, itu juga dibuka ya kan, tapi lagi-lagi voting. Nah wartawan 
sering keliru melihat Paripurna mi, mi objek poto yang sebenarnya jadi tidak anu sama 
rakyat, padahal kan ruangan Paripurna itu kan cuma setuju atau tidak setuju, mau 500 
yang ngambil keputusan atau 5 orang, sama saja opsinya tinggal 2 di sini. Makanya kita 
hanya memancing emosi masyarakat saja kalau mempersoalkan ruang Paripurna. 
Memang ruang Paripurna kita begini karena sistemnya kehadiran kursinya disediakan 
untuk o -ang yang duduk mau melakukan atau menyatakan setuju atau tidak setuju. Nah 
begitu Pak Laoly nanti menjadi bagian dari catatan kalau Pak Laolyjadi Menteri lagi nanti. 

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Laoly, Bapak Prof.Dr. Yasonna 
Laoly, S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan 
pendapat akhir mewakili Presiden. 

Kami persilakan. 

MENTE RI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA (PROF. DR. YASONNA LAOLY, 
S.H., M.Sc.): 

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
PADA RAPAT PARIPURNA 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR 

AssaIamu 'alaikum warrahma tullaahi wabaraka tuh, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Om swstiastu, 
Namo Budhaya, 
Salam kebajikan. 
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Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Inesia, 
Yang mwakiIi Pemerintah dan Hadirin yang berbahagia. 

Pertama-tama, kami ucapkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 
karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari mi kita bersama dapat menghadiri acara 
Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa serangkaian pembahasan Rancangan 
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah dilaksanakan bersama antara DPR RI 
dengan Presiden dan terakhir diselesaikan pada Pembicaraan Tingkat I dengan 
keputun menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk 
diteruskan ke tahap pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air merupakan manivestasi 
dari semangat, cita-cita dan komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republ.k Indonesia dalam menegaskan pemaknaan penguasaan negara terhadap air 
sebagEimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 tentang 
Pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air. 

ancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang diinisiasi oleh Dewan 
PerwaiIan Rakyat Republik Indonesia mi mutlak diperlukan mengingat air merupakan 
kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan mahiuk hidup di dunia mi. 
Ketersadiaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat 
mewaj bkan kita untuk mengelola sumber daya air dengan memperhatikan keselarasan 
fungsi sosila, Iingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergitas 
dan k3terpaduan antar wilayah antar sektor dan antar generasi guna memenuhi 
kebutL han rakyat atas air. 

Susunan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air mi terdiri dari 16 
bab dan 79 pasal yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia 
secara utuh. Hal-hal yang diatur meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, 
tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi, 
pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi 
masyarakat, koordinasi, penyidikan dan ketentuan pidana. 

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air mi juga telah 
mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini, seperti: 

Jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per han; 
Pengelolaan sistem irigasi sebagai suatu kesatuan sistem single management; 

dan 
Penguatan pengawasan dalam pengelolaan sum ben daya air. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan keyakinan bahwa 
Rancngan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air mi telah melalui proses 
pembahasan yang mendalam, izinkan kami untuk mewakili Presiden Republik Indonesia 
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dalam Rapat Paripurna yang terhormat mi dan dengan mengucapkan puji syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mi saya nyatakan bahwa Presiden menyetujui 
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi undang-
undang. 

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam 
proses pembahasan rancangan undang-undang ini hingga menjadi rancangan yang 
pada 1--ari mi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kiranya niat 
baik untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia 
yang kta cintai mi bisa terwujud dan didukung oleh segenap rakyat Indonesia. 

Had inn yang terhormat, 

Demikian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang 
Sumb€-r Daya Air, dan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terhornat saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas 
segara perhatian selama benlangsungnya pembahasan rancangan undang-undang ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala pengabdian amal 
dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

Wallahul muwaffiq ha aqwamit tharieq, 
Wassalaamu aIaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. 

a.n. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
'AENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
VIANUSIA 

EPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

PROF. DR. YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc 

KETUA RAPAT: 

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Prof.Dr. Yasonna Laoly, 
S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan HAM RI, yang telah menyampaikan pendapat akhirnya 
mewakili Presiden. 

Untuk terakhir kalinya setelah mendengar Pendapat Presiden, kami akan 
menanyakan kembali kepada seluruh peserta Sidang yang terhormat apakah 
Pembicaraan Tingkat II I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya 
Air, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 

(RAPAT: SETUJU) 

Terima kasih. 
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M&alui forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan 
HAM RI serta seluruh jajaran, jajaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Air 
Minera', Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga pemerintah Iainnya yang hadir karena 
telah bersama-sama untuk membahas undang-undang mi sampai selesai dan kami ingin 
mengucapkan dari meja Pimpinan terima kasih kepada Anggota dan Pimpinan Komisi III 
khususnya serta Badan Keahlian dan Sekretariat Jendreal yang juga siang malam dalam 
beberapa tahun belakang mi telah membahas undang-undang mi sampai selesai. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dengan demikian selesailah Sidang Paripurna hari i. Jika tidak ada lagi yang 
akan kita sampaikan, dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup 
Paripu ma dengan mengucapkan Alhamdulillaahirobbil'alaamlln. 

Wassalaamu 'alaikum warrahma tullaahi wabaraka tuh. 

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.54 WIB) 

Jakarta, 17 September 2019 

a.n. KETUA RAPAT, 
SEKRETARIS RAPAT, 

Dra. DAMAYANTI, M.Si. 
196202111987032002 
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LAGU INDONESIA RAYA 

Hadirin, karrr pernnkan ur,Ir.k drrduk kembalr 

Sidang Dewan yang kami horniatf. 

Senuai derrgan hanri KePutusan Raoal Konsaltasr Pengganll Rahal 

Bamus DPR RI anlrna PmpIrrnrr DPR dan Pimpinan FrakslIraksl tan9gal 

17 Seolernber 2019 acara Rapal Panpurrsa han Pni adalah 

Penyarnpalan IHPS 	Semesler I Tahun Sidang 2019 5C1ta 

perrynnahan LHP Perinde Sernentu, I Tahun 2019 

Prmbicaraan Tinghal Il/Perryanibllan keputunan lerhadap RUU 

tunlang Perubahan Kedua Alan Undang-undarrg Nrsrnor 30 Tahun 

2002 tentang Korniel Perrrhereetanan Tinriak Pldana korupei; 

Pambicaraao Tingkat IliPengarrrbilan kaprrtusan terhadap RUU 

tentang Sumba, Oaya Air; 

Sidang Oewerr yang terho,mal, 

Seloniutnya hand persdakarr Saudara Ketna BPK RI bererla 

jajarannyn arrluk oremanuk, Ruany Rapat, darrgan ini rapal karni skors 

r RAPATDISKORS I 
L TOK PALU I KAJ 

Termnra kasih 

KETUA RAPAT (FANRI HAMZAH. SE .): 

Yang Ienho,maf pare Anggola Dawan; 

Yang terRor-mel Kefua BPI( RI bee er-ta jaJarannya; 

Hadinn yang kami moliakan. 

Dengan ni skors rapal krnr cabut. repel Parlprrrrra Dewan kite 

Ianjrfdan kembal 

SKORS  

KETOK PAW I KALI 

Sidang Dawan yang karat bonnet!; 

MacInk hila rirernasak, acara perlarnn Papal Paripurna Onwan Parr 

ni parts 

"Penyannpaian IHPS Semester I Tahun Sldang 2019 aorta penyerahan 

LHP Perlode Semestor I Tahun 2018"  

Sebagoimana kiIa kelahum bersama bahwa casual Pasal 72 henrI a 

Urrdan-undarrq Nnmor I? TaPer, 2011 tentar9 MPR. DPR, DPO don 

DPRD sobagorrnaaa telah diubab dengan UU Nrtrnor 42 Tahun 2014 

menyalakan bahwa OPH herlugan mamayyus ddn menrndahIanjuti 11usd 

pe,nankurran alas pnrrge/nfaarr den )urlggung fawnS knrrarrgwr linger-a yang 

d,sampadran oteh Bra/ar, Pnmor,ksa Kouangan' 
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Selanjutnya Pasal 163 ayat (3) huruf b dan hunuf c Peraluran DPR RI 

Nomor 1 Tahun 2014 Ientarg Tala Tertb rnenyatakan baluna ?)PR 

rnnmpunyai funqsi pan gowasaa p&alrsanaan kauangan Negura di/akuha,, 

noo(fu) hour) pomunksuan $erno.afer OPK ue#a Irndak hu) frau)) 

pcmerikaun Sernresfer BPI<. 

lintuk rnaksud tersebut kaml purs.Iakan kepada yang terhornral 

Saudara Ketua BPK RI untuk rnenyamparkan Haul Pernenksaaa 

dinraknud Kanri Persilakan 

kPORA.  

Cptara,, unfair eapak Ketua DPR RI 

Padu Saul KeIua BPK didomping) olnh SukJon &PK mnuberahkirn hand 

Purnnr,buan BPK, naka Bapak Ku)ud DPR de,Wao thdao,pirg Skin. 

DPR loon dun) podium uoluk menenma 0usd pemeri sars tarS nL 

Tur.rna kauh hans nanipakan kepacla Kalau BPI( RepbIk Indorresra 

yang Ielah rnenyumpakan Penyampalan IMPS Semester I Tahun 

Sldang 2019 serta penyerahan LHP Perode Semester I Tahun 2019. 

Selanjutnya nestle dengan kelenluan Pasal 96 aye (3) Undarrg-

undang Humor 17 Tahun 2014 lenlang MPR. DPR. OPD dSn DPRD 

sebagaimana telal, diubah dengea UI) Nomor 42 Tahun 2014 dan Pasal 

50 ayu) (3) huruf b Pr -aluran DPR RI Ientar.y Tutu Tertb. rnaka has) 

pemenksaan :ersebut akan diseralilcan kepada AIat Kelengkapan Dowgn 

urttuk menindak(anjutinya dan hasinya di harapkan dapat rnenjadi bahan 

rnasukan yang sangat berharc(a bag) Dewan khususnyu karnisi-kocnisj 

DPR RI da)am rangka lugas pengawasan dan anggarzrn mulalni Rapat 

Korja dan Rapat Dengar PerIdapat dergan rn'Ira kerjarrya masing-masing. 

Selanjutnya ioami persilakan Saudara Ketua BPK RI besenla 

ajarannya tntuk meninggalkan Ruarg Rapat, Selanjulnya kamt perailakan 

Saudara Menter) Hukuni dan HAM RI beserta jajarannya. Kepada 

Anggota Dewan dirmnta untuk tetap dltempatnya rn05u,g-rnasing untuk 

rntengikuti acara selanjutnya. 

Dengan In) rapal bami skors 

RPAT DISKORS 

KETOKPALU I KALI 

Terima kaaih. 
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KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.): 

Yang lerhormal para Anggota Dawan; 

Yang tarhormat Menteri Hukwn dan HAM RI bescrtajajarannya; 

Hadirin yang kami nnuliakan. 

Sekarang Marilah kita rneniasuki acara Rapat Paripurna ke2 dua) 

Dewon had ini, yaitu 

"Plmbicaraan Tlngkat ItlPengambilan keputosan terhadap RUU 

tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undarig Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan ketenluan Panel 171 ayat (1) UU Norricr 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR DPD dan DPRD nebagaimai'a telah diubah dengan 

UU Nomor 42 Tahun 2014 Pembicaraan Tingkat II rnerupakan 

pengamban Keputusari dalam Rapat Paripurrra dengan kegiatan: 

a Penyampaian Laporan yang bensi proses, pendapat mini fraksi. 

pendapat mini DPD. dan hasil Pembrceraan Tingkatl. 

b Pemyataan persetujuan alau penotakan dan hap-Imp frakai dan 

anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat panpuma. dan 

c. Pendapat Akhlr Presitten yang disampaikan oleh menteri yang 

mewakilinya. 

Math kita melarrjutkan acara yalta karni persitakan kepada Pimpinari 

Kornini Ill DPR RI, yang herhorinat Saudara DR. SUPRATMAN ANDI 

AGTAS, Sit., MI-I. untuk n'Cnyarnpaikan Iaporannya 

Kami pers:lakan. 

ILIl LAPORAN PIMPINAN BAOAN L.EGISLASh DPR RI 

Terirna kash karni sampaikari kepada Saudara DR. SUPRATMAN ANDI 

AGTAS, SH., MIt. yang telali menyarnpakan Pirnbicaraan Tingkat 

It/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua 

Alas Undang-undang Nonior 30 Tahun 2002 lentang Komisi 

Pemberantasari Tlndak Pidana Korupsi. 

Selanjulnya kamh akan meniarlyakan kepada aetiap Fraksi apakah 

Pimbicaraan Tingkat lllPengambilan keputusan terhadap RUIJ tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi. dapat diselului 

untuli disahIari menadi Undarig-Undang? 

Fraksi P01 PerJuangan 

Fraksl Partai Golkar 

Fraksl Partai Gerindra 

Frakai Partel Demokrat 

Fraksi Partai Amanat Nasional 

Fraksi Partal Kebangkitan Bangaa 

Fraksi Partal Keadhian Sejahtera 

Fraksi Partal Persatuan P mbangunan 
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Fraksl Partai NasDeni 

Fraksi Partal Hanura 

KETOK PALU I KALI 

Torus kash 

Sidang Dewan yang to rho rm at; 

BenkutnyS, kami akan nerariyakan sekali tagu kepada Seturuh 

- ijcia. apakah Plmbicaraan Dngkat ltiPengambllan keputusan 

lerhadap RIJU tentang Perubahan Kedua Atas Jndang.undang Nonior 

30 Tahun 2002 tentang Koniisi Pemberantasari Tindak Pudana 

Korupsi. dapat dunen,uu iit dsnJLnn rnenjad, tindang•Uridang? 

ANGGOTA DPN SETUJU 
KETOK PALU I KALI 

Terima kasih. 

Benkutnya, kami akan menipersilakan yang terhnrmat Saudara Prof. 

Dr. Yasonna Laoly. S.H., M.Sr. Mentor! Hukum dan HAM Rt, untuk 

menyarnpaukan Pendapal Akhur mewakili Preauderi Kamu persulakan 

r EN0APATAKHPREDENI 

1r:ma kasth kami eampaikan kopada yang terhormat Saudara Prof. 

Or. Yasonna Laolj,. S.H., M.Sc. Mentor! Hukum dan HAM Rf, yang telak 

menyampaikan Pendapat Akhirnya rnewakiti Presides 

Selanrjutnya karni akan menanyakan kembali hepada seluruh peserta 

Sudang yang terhornnat apakah Ptmblcaraan Tingkat IllPengambilan 

keputusan terhadap RIJIJ teritang Perubahan Kedua Atas LJndang-

undanig Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dapat d,selu;yir uuutuk disahkuint nuenjadi Undang-Unciang 7  

F RAPAT:
ETOK PALU II<ALI 

Tenniia kasih. 

Sidang Cowan yang terhormat; 

Melalui torum ini kamu menyanipadcan terirna kasrh dan penghangaan 

yang aotinggi-Iingginya kepada yang terhorniat Men tori Hukurn dan HAM 

Ri beserta lajarannya alas segala peran sorts dan ker)a cams yang lelah 

cibenikan selama pembahasan Rancangan Undang.Undang tersebut 

Perkenankan pula kami alas nama Pumpinan Cowan nienyanupaikan 

penghargaan dan tenima kasih kepada Pinripinan dan Anggola Badan 

Legislasi DPR RI sorts Sekretaniat Jendersi dan Badan Keshliaru DPR RI 

yang beraanna-sama Ielah menyelesaikan Rancangan Undang-IJndatig 

tersebut dengan baik 

Setanjutnya kami persulakan Meoteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral RI alSo yang mewakil, untuk memasuki Ruang Raps!, kepada 

is 
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fnggota Dewan diminta untuk letup dilernpatnya rnasirrg-rrasing untuk 

menkub acara se!anjutnya 

Dengan mi rapat karni skew 

L RAPAT DlSKO

KPALU I K 

Terima kasih 

KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.): 

Yang terhorrnat pare Anggote Dawan; 

Yang terhorrnet Meniert Hulcurn dan HAM RI beserfajajarannya; 

Yang tarhor,nat Menteri Energi den Sumber baya Mineral RI arau 

yang inewakili besertajajaran. 

Ifadinin yang kern! mullakan. 

IJengari ini shore rapat kami cabut rapat Paripurna Dewari kda 

lanutkan kembali 

SKORS RAPAT DICABUT 

KETOK PALL) I KALI 

Sekararig Marflah kits rnemasuki acara Rapat Paripurn ke-3 (tiga) 

Dewan han mi. yailu: 

'Pembicaraan Tingkat tllPengambllan Keputusan terhadap RUU 

tentang Sumber Oaya Air' 

Berdasarlcan ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Humor 17 Tahoe 2014 

clang MPR. OPR DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 42 Tahun 2014. Pembicaraan Trngkat II merupahan 

pengambilan Keputusan dalam Repel Paripurna dengan kegiatan 

a. Penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, 

pendapat mini DPD, dan hasil Penibicaraan Tingkat I. 

b Pemyataan persetuluan atau penolakan dart trap-hap fraksi dan 

anggota secara linen yang diminta Oleh pimpirlan rape) panipuma den 

C. Pendapat Akhir Presiden yang disarnpaikan cleh rnenteni yang 

mewakilmnya 

Hadinin yang kern! mu/taken. 

Kami sarnpaikan bahwa Pinipmnan telah menenima Sure) dan Menteni 

Pekerjaan Umum den Perurnahan Ralcyat RI Nornor . HK.01.01-Mn11811 

tanggal 11 September 2019. Hal Rancangan undang-undang tentarig 

Sumber Daya Air Yang menyarrrpaikan bahwa masih adanya unulan 

perbaikan dari pernenntah tentarrg konsep Rancangan Undang-Undang 

tentang Sumber Deya Air.  

Kanri mahon persetujuan apakah sebelum kita nlendengarkan 

laporan Pinipinair Konrisi V DPR RI terhadap Pembicarsan tingkat 

Il/Pengembilen Keputusan terhadapa RUU terrtarrg Somber Daya Air kami 

mengusulkan diadakani lobby untuk mendengarkan keterangan Pemerintah 

tentarig konsep perubahan tersebul Apakah dapat disetuju(? 

ib 
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SETUJU 

Untuk tu kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pirnpinan Komsi V 

DPR RI dan Pemerintah diminta ke ruang Lobby untuk beberapa menit, 

dan kepada para Anggota Dewan diniinta untuk tetap ditempatnya masing-

masing. 

Dengan im rapat kami skors. 

RAPAT DISKORS 7 
E TOK PALU I KALT] 

Terima kasih. 

PELAKSANAAN LOB BIJ 

KETUA RAPAT (FAHRI RAMZAH, SE.): 

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Ri beserta jajarannya; 

Yang ferhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI 

atau yang mewakii besortajajaran. 

Hadirin yang kami muliakan. 

Dengan im skors rapat saya cbut rapat Paripurna Dewan kita 

Ianjutkan kembali 

1 ORS RAPAT DlCAii] 

[KETOK PALU I KALI 

Untuk menyingkat waktu, kamt selaku Pinipinan menyampaikan 

bahwa hasil lobby telah disepakall untuk penyenipumaan!perbaikan pada 

beberapa pasal pada RUU tentang Sumber Daya Air 

Man kita melaniutkan acara yaltu kami persilakan cepada Pimpinan 

Komisi V DPR RI, yang terhormat Saudara LASARUS, S.SOS Untuk 

menyampaikan laporannya. 

Kami persitakan. 

IL 	LAPORAN PIMPINAN KOMISI V DPR RI 
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Terma kasph kami sampaikan kepada Saudara LASARUS, S.SOS yang 

Ielah nienyampaikan Pembicaraan Tingkat lllPengambilan Kepulusan 

terhadap RUtS tentang Sumber Daya Air. 

Selanjutnys kami akan menanyakan kepeda setlap Fralcsi apakah: 

Pembicaraan Tlngkat lllPengarnbltan Keputusan terhadap RUU 

tentang Sumber Days Air. dapat dsetuJui untuk disahkan merrjadi 

I Indang-Undang? 

Fraksl PDI Perjuangan 

Fraksi Partal Golkar 

Frakal Psrtai Gcrindra 

Fraksi Partal Demokrat 

Fraksi Partal Amanat l4aslonal 

Fraksi Parti lcebangkitan Bangsa 

Fraksl Partai Keadilan Sejahtera 

Frakal Partai PerSatuan Penibangunan 

Fraksi Partai NasDem 

Fraki Partal Hanura 

SETUJU 

'1 	KETOK PAW I HALl 

Terima kasih 

Sidang Oewan yang tethorrnat; 

Berikutnya kami akan menanyakan sekIi lagi kepada Seluruh 

Ariggota, apakah Pembicaraan Tl( Ill Pengambilan Keputusan terhadap 

RUU tentang Sumber Daya Air dapal disetvjui untiak dgsahkan men/adi 

Undang-Undang' 

LNGGOTA DPR SETUJU 

L_KETOKPALU 1 HALl 

Terlrna kasih 

Benkutnya kami akarl niempersilakan yang terhormat Seen! are Prof. 

Or. Yasonna Leoty. SM., MSc. Menlerf Hukum den HAM RI, untuk 

merryampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden Kami perslakan 

PENDAPAT AKNIR PRESIDEN1 

Terirna kasih kanii sampaikan kepada yang terhormal Saudara Prof. 

flr. Yaaonraa Leoly. SM., M.Sc. Menten Hukum dan HAM RI. yang Intel, 

manyarrpaikan Pendapat Aklrnnya rrewakill Preniden 

Selanjutnya karni akan nenanyakarr kembali kepada sehirub peseita 

Sidang yang lerhorniat apakak Pembicaraan TK Ill Pengambitan 

Koputusan terhadap RUtS tentang Sumber Dayn Air. dnpat dislujur 

untuk denahke,, menjsdi Undang.Uradeogi 

[_APAT_SETT1 

KETOK PALU 1 KALI 

Tenrna kasib 

is 
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Slang Dewan yang lorhormat; 

M&a;uI rnrurn ni ksrnr rnenyanrpailcan ?einra kauth dan penghargaan 

itiag aatinggr-ttngginya kepada yang trnhnrrnat Mnntori Hnkunn dan 11AM 
H! Ia,, Menteni Energi Ian Sunthor Daya Mineral RI bnserla jajarannys 

tar ringala pecan horns Ian kea wine yang Inlah diberikan seinIng 

r'rhaia$an Rancanpan Undang-Uridang tersebut 

Pedarankan hula bairn atas Ilanna Pimpinarn Dewan rflenyanrpalkan 

cnnghargaar, dan tennira beak kepada Piw-pinan dan Arggota Koras. V 
recta Sekrntanat Janderal dan Radan Keahiiati IDPR RI yang bersanra-

rams tnlah rnnnyaluuSikn Rancangon Urndang-Urdang tersebut drtrgan 

balk 

Sidang Dewan yang terhorma; 

Dengan dernikiar, selosaiiatr anara Rapat Parperna Onwen trail ini 

Selaka Pirnpnan Rapel kaini rnenyanapakan icayen tennis Rash Kepada 

pare Angynia flewan dan hartirn nekalian alan ketekunn dan 

kesabargnnya dalam rnengikutL Papal Panpurns flewan hari in, 

flnngan scan Slang Dew-an. linda pei -knnanban barn nnenntup 

lapel Panptirna dengan acapan: 

AUIgmdnjjiabjrolthjyaJemin, 

Wassalarnuatajkee -n Warabmataitahi Wabaraltaatijh. 

KFT!!K gpit! 

Lampiran 5. Pengantar Pimpinan Komisi V DPR RI tentang SDA 

U' 

PISIIGANTAP PrsrrNrtrI KOMISI V DPR RI 
girt iLMnicnFlAAni 5105Km tENIiAMEILAN IPPUTUSAN AlAS RUU 

PEF1TAhID SUMBER Soya AIR SALON RAPAT PARIFURNA DPR RI 
TANIhi5AI 17 SEPTEMBER SUit 

Yang Te,hn,nnni. SeUd.rra Pimpn,n CPA RI tan Angunta OCR RI; 
Y.IIO kn,ni hannah. WaRy Pnnln,Inlafl 

Manuel loRan, dan Rae Ases! Mairini,,: 
• Minlnil Pofrnijaan IJflrI.nr lan Pnnnahar Rskyat, alas pang n,eW&IiIl; 
- Mnnta,i Salem Pegr,r. nilu anna nnwnkiIi; 
- Monturl Lingeungan fillip Inn Kalrasnan. Stan yang maw&Oli; 
- Mnnlnnl Ennrrji dan Somber Onya Mineral utau yanq mawukili: 

Manned Fn,nanian. Sian yang ,r,awnkili; .win 
P.I. hadirin gennrIa yang Ran, inalalran 

Uflah,WInnPn$rhqllnfl. 
AsralUhrR itbhih,,n Mrnd,.ynrt., II ---------it-club 
Saran Syria, Soprhlusa nInth nra gonna 
On? irnng,ud,, 
Na,rn 8danar,tn 
if., rn-dnpkia, 

-n raIl yang hmhiaflsg,g Inn tn?tetifl ddnulu mallhaPl kia mananjatuan pap nsa,, 
-ii Re hinnan Ahab SWT enema Reman Impatan ,$nral 'tart Oaflna.Nya, kiln 

r herinmi, pats Tn-urn Ragman P.lrysIra Rafael range, penganebdan Kap,inasan 
-,r'yiI l'OnbAaaaa rngeur if Pnnrglnrnbksr Kepsluran aria, RIJU tartary 

?J151 5, 

Icra-Rasdana pang banni Inurmali, 
'..rngraan bali In,! Pmpe,an Kim, V OCR RI nnanymnpaaran hauls, RIJU 

IA lint1 Suelbuf TInlu Or tdai,  niondityal pnlh'htatIISiI snlunji, SnAre, secant 
Lecramu ilnegan PernarnIal SIan, FaaIm Papa? Pambrcauan lingER U 
I°r'rgna'tmmLp' Krpalugan 5152 lIt Sep zr Rajuchn tars 

Pent, Ran', arrpauit:,n balnWIarOtlulr,ia thin lnrm?arg dumb,,, Days Ar aware 
mIne Innr1ad, RUU U-lu! fAvgt,f OcR 'ti laIn talon 0aal Parinurra pada 
lsngg,l in hyatt itlliU. lIne knnnanhi.lr null,, SinaI PrnOdnn Nnn,nr 
ft-i IiPmnralalfl?IiIS imIrnairbiel 07 Ann 2018 Pnnnumnniot, Inn!, 'nerIun;ak 
aSk! pn,nnnr.m.-In ,-,ilu: tannIn-n Pnnkenjaan linear Ran Pnrunrahar, I4luysI 
Menial Udna, Negal. Marten L,ngkngan Hatgt ann Knlrutanan 
Mununi tang, tarn Snenlial Days Minn,ai. Mee,eri Pn,nalnnI Ian 
Me,ile,l HuRler ISa,, HAM. mInk n,.,rlhalneu RUL! Inniang So,nanou Dana AR 
ranrn',a Dl'Fm RI 
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H331i00 7,5714114331 5000/Il, 
?r.oSa,jnr 1374131 1517 iiIar15nr L)ayo 00 flIer! p0430 I.A.9 anlakIal yang 
9371 , 13 dan :nnnglsol,IflaØl hslL,p afang hangdk, 0111,3,11 041, fl.ga,nuOI..jk 
riln',qunakaIr 1071 ,i(n743,.beat k.,rnOtnurb" 'a0,nI 97,1,1,5 derrgdn 0110731 
Pain1 4.1 a/lI 7) Jan nyal 3' I1,nLnag-'Jndang (7.03, Sogara RapubIk 74,07301 
labor *47 L'I .1311,7 711-1110 In a,eLaflra.Ja, bdflwa buns, an. 4,37 
kS,ay.gr' duAl ynla 131 771119 dl U a/un/I 10.10,3.3, nAIl noqora nor, 
J3s'r.juna*ar un/bk ¶717.30131*7 no.milunIUratr rak/Or 

Saflnrri nnoIahur tours:, 'III Mn 7 Idhun 2(124 103.14313 Sun,bnr 0.177 71., 101,17 
3,30111 krhndaklA.lnIuyl ontora kn9rJu,Idlan '0./hi ,  PUIUMI MmIII3,na11 
Konayhis' Nrnnr% SSuPtlU..tilti011 run rnOa,rn041kIOan haIrball ulnoaro7Undarrg 

57,111 Ii InFo. 11/4 Ie:,lnrnp Foogana,: /174 pada ke070tdnrn,yn ,,wthh bUnk 

o.,ur:ri.,yn.tUr.db ,  /'.n7nhnlaan 5,7110' 7,ayo An c.,ai In: M,',trhnnnt' 
Khntlutunn,nnnrua'-Ian h;Iln.O Moqnna 7,41,1 rrrn.rnrnul,I Hail Pakynr lIlian 3,., 
,uetou,jo, tour nail, hak ala,,: n,ir,u1a. 01gb gatoS /7, nlalra oolrndlrw, 159110 
da!ann Pw/tynlaiir SU'ilSnl (Jn',4 Ar h,ar.arl:porw'lUkkan ba; anb37o , -bncn. 

kup,31mrr,a,r .14,1 

07171 InnIolIg bomb, Eajya /111:1,191.1 III'S Ill 0513,1/0 10,7.11 alan 15 eds lan/S 

'2,151 34,17131, ,r,oIntia gau,JflrIOrr pmnbalraiar dan ponimu/Ol ynorij Inlnns.l. 
Uh(lpflyo Ign/uluk dtr./Imlua71yd nrn1/r,lI, IS Aol, 15411757714,1 

y,a,g riinl,rrruuan. ujrr.laurg.Undblg lonlang Samba. 0ys Alt Ill 

• 707Qun033nnbgnra door 'oak loll/al  
07*7A717 laIn Iuarqilunq awab POnnrinlkh Pub/lan Penoonnldr 0351411 

0,3777 Pnn5nlllnarr 0,,nlnn 0oy. /1/I, 

- Forgalcinan "smOg, Dryg hi, 

• pera.,air Mrn$UnaOn SulInbir linyn Au 
OrbS,,: al/mr n, laanmbnr Dunja Ar. 

ppmnlr'lltayndli SOfl pOIlQOWtOdn 
9377477001 
hall jan l3rnouln.n 
90100 9.17' en:lryaUnkal Ion 

- kMnd,n,,nl 
Se/all 5, hal:) polo hnIknoaIl n*ngOran ponyflkan dam 5740,11,110 9.ddnC 

1757'49 	 Ilrhodnp kab'rrlllOn rialan, Ijndanq.lIrlla.l5 Ill! 

PUS a, Inn.,k580Kafl F/all rakyal 0/al A.. gun. ,00n,00uhl knbalUI ,an p070k 

flllI'lflial na/ran101all dl4aonin 0711 Ntga, 'lnlo.,,.l,u, R/OJ lousya ,nnnnb.arlkol, 
/YmfllljlIbaIl l._'rlrddep .47 nyn rh/I dalafl, ,nnnperolnI, shoes tarbak 
n,ao,,,nfr,ar,an Surrt'-n Sn/lIAr 

Pianpinan 4411 AaggaIa SPA RI balIng Pa,7011flllh 4,0fl4 lad/I hn,m,oll, 
5771,70 Iawnhnndral, Cliii Ial.lar.q 7.371111! SIr/n A' IsliA, rnondaual 1/l5nllJIUar1 

doll $171 OCr IcIUI,l /11115 0510, Fort,, V Dell RI din POrnnnnIaJ' rramuj.crua,-a, 9403 

'nsnn,nnuparknn lunnuor .101 p,,nr0n.1,,.Onnoknnafl un/lA rror*nl'tnnOkar, 

L,r:rannrnnlomli P 1 1/I In, lIlIan  I/ill lu.111a0u5 In panrrnnldlr nub 1.7401! rne'nbinr.iuk 

111:,,.,,, n,'ukua,l VII'S UlarlinalkOn 00001/I U,rdoing 1,7.laig bun/er 0:170 yr .0. 
t01l.lir.Y,,,rlrnlIr'; 113117107,,  dan 1,4,701071 57000 Inn/Inn: 

r'Jn9.rnya, p,,I',ronnnan lln,rl fllnlIy4,llKOtfl,' 	71l7,1n 	n,,ma 03141 
nnnr.lndS kin ',lrlkrggnlin74nya koaaaa cigna P.nmpn,ao Urn I/u, onganap 
P,nrn.rnn 1,377, P,rrinnar, '3,3. Ann,r,'a Fontn' 1311,/n/I 070 RI, rnksn..nka'. 
.hinçt,ul.. t,u,n. VIII' 9., lnP/ru,,ua M$gI.In Panp RUb Suolbe, (hova lIar, 1:30 
FI.pddd Menlo, l'alltI,lil.11 0,,,111 'lan Rn, nnnhan 911171.1 Men/an Salter, 
77./IA, 71017,507 IbIsuip dir, /i,nirnrn:,r, UI'IIOII, Er,n,n/ dan number D.nn 
0,73,0, Menlel, Pn)nfl,an ba/Mar/mgI rn/urn ban I/AM, brIar onnInlair 
kner,nre,.n, 17,1.51 77/air-n Is,,, dIal I'rr,nn/et.thm, 0,7 r,dufl ,an, .17,1, 1140,310 don 
Pub,, Rahault rItlrIOlrlanulr/ P.m/dIllon don KnblatIyaarr. $013/ana1 Noaa, An, 
In, na) In 1141,3) III'. K/rn/nlapn,b4.,lt.uga Prnnornlah yang 1/1101 bo,nanr,5.unrny 
au, baa, p,,r,dl,rhnrrnr, 

Uc011a,, IrnIns 034.11 0l93  Idly, .unmpinn kopado nIna raraaulnb,,r, oalh Pain, 
dan Perqu,ngan 1171791, l'allnl, Masynrokal 177,1, Agonul P,ng,at Fonggbal don 

113,3171! 

Sr/at, i/u ur.apan 41.1110 bash 097 harm aanaI07. al/Un tim p.rlAa/.ung, 071313 
lab OlIn Prnnnra,rq PnrJnnJang.annang.n /Ingal Inn/pr dIom TIn 9077711 dat. 
I/odor, 00.07.07 (lraonn l'anyy A/Il Jan Se7,rl'aknd /lannn, '1 077 71/ aol,, 

1 , 1, 111 tr,k.,l .lur Dokanlarab ,lnOdafll SF7 RI don flala 9:011, 1071) 
d.,paI l'nOi, 1,17,3,1', '1/U 70 '.01'. yale, 01.4. n.err,banl,1 .37013 h0aIl:tdfl lnFn,o 
doll a0nr.nalrul,t tnna'aqliom,rhahrajv, OIlS or. boqajan dmnyae '005,3133! hall 

:n/JnoI par,4,lnta,an /nnp0a /lud.e Fnnun, Far07rna Idol) 1,710,001 Alt 

OIn,nk,,r, yanya:n/unbnr I 19311) Poor,,. VOl.10 RI n/al, banal penlbanntan RLlli 
1111,117,71 ba/ /u, Apab,In nda ta,burargan 340 sni/a'afta', baja,, no,,,. 
pprr71ni.uoa.r 1117 1,0,1/la,, nIliarn In,,r,,rn/lnlam, Ingoer frI 377537 angola 
k0770,hnn Ira/I kerr.. r,r,nr,ynmp,nknn .10771,711331173,31 pafl3 7r,ber.abnuuriy,3 

So'nuanjuir.yo ,7'n7,tnuJl,kail,ba, 11374 'nwiyn,aIlkan All') 1nalor3) 51,nAnr Odor, 41,01 
pianO n/rh/a/al per/nh,p.nn 07176 Pnmbn$Araan C,ngka/ Ill Pnngon47/an 
lnnnlu,an 01414,004,711 Panpur'ha :n In/Ut 770330/ ',Indang.Undang 

11./hu9o 141117 Yang 0090 iI , uaoa 130300373 ll,/nrblfldaflg 04., mellOw, anal 
110037 dan 1403474157007114,000305.347/at Rnngso don Ilogarn gOnna/al 7,017/a. 
MA, 

Woon,bum,ralul/une I%ilrau,rallooa// WdhIllni,.1ll1J,, 
Carn11dmonl, S/l00/i ittIunP (Inn 
Nan.,, d,000I,aya 
Sn 11115 
Maldak,.' 

Jot/no, 17 Soinembar 2019 
PIMP/NAN 1<07181 17SeP51 

Na. 73950/a A.217 

113 



Lampiran 6. Pendapat Akhir Presiden RI tentang SDA 

PENDAPAT AKIIIR 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PADA 
RAPAT PARIPURNA RANCANGAN UNDANGUNDANG 

TENTANIy 
SUMBER DATA AIR 

jakarta, IT September 2019 

Assa/amualalkum wemhmatu(lahJ wabarakatuh, 

Sniamat pagt, 

Salem denial sejahiera untuk kite semua, 

Gm swastlasIu, 

Name buddkaya, 

Salem Kebajillan. 

Yang seya hormati 

• Pmperan dan Pare Anggota OPR-RI. 

• Pare ktarrterl can Pirepinari Lerrbaga. 

• Pare Hodrirr dart Undangerr yang berbairnigia 

Pertamalama perkenankan kami rnengirtngi BapakJItiu 

menrar1alkan peji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Keana. 

karena bethel tanniN gall ialunia.Nya pnda trar, ru kite bersama 

dapat mnghndiri annie Rapat Panipurna Rancangar Undarug-

Uridang (RUU) tentang Sumber Daya Alt. 

Sebagairirana kite ketehui bernama batlwa serangkaan 

pembahasan RUU Melang Sumber Oaya Air Ielah dilakeanakan 

bernarra aerate DPR-RI deepen Presidnrr clan telan diselesaikan 

perle Pembicaraan Tirgkal I dengan kepulusan mnnyetujui RIJU 

lenlang Sunrber Tape Air untuk aileruskeri ke lahag Pengamlihan 

KeputucsantPenrblcaraari Tingkat II di Repel Pariparna OPR.Rl 

Plmpinan den para anggoia DPR-RI, pare Menteri serta pare 

hadirin yang terhormat, 

RUU tentarig Number Dope Air irieruoukan inanifentasi dart 

semangal, etlacita, seita komitmen Pemcnntat, dan DPR RI 

ita}om menegankaur pernaknaar penguasaca regera errindap air 

sebugaimara turc.anlurn dalam Undrrg-Undang Casar Negate 

Republik lndcnesua tahun 1245 dan Putusar Mahkamah iKarialitusi 

Namer 85lPtJlJ-XtiSO13 tentang Pnrnbatauarr PangeIoten 

Sumber Gape dir. 

RUIJ lentang Suniber Dupe /1cr yang dhlnusuasi elan DPR RI tnt 

multak dipedukan rrrengiurgel air menieckan kebictu.han yang 

casper panting begi keberlangnungarr, meUriCk hidup di du.iia ini 

Keteusedinaru air yang nerriterung mCrrurun dan kebuluhait air 

yang aemakin sleningkal. mewajibkan kita unluir rrrnngetnla 

nimber dapa air dengan ruremporhabkaru keselarasan furigul 

nodal, tingkurgan hidup, dan ekomorrir senate setaras enluk 

rnewajudkan sinergilac dan ketarpaduan anlar wulayatr. enter 
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anklar. dan antar generaai guca memenuhi kebuluhan rakyal alas 

air, 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

Susurian RIJU Lertung Surrber Daya Air irs Lerdiri dan 16 Bab 

don 79 Pagal yang merrgatur lentang pengelelaan uurrber duya 

an 6, Indonesia secara uluh Hal-hal yang diatur melipuli. 

penguasaan negara dan hair rakyat alas air, tugas dan wewenang 

dalarn peogeloaan somber days air perininan. sisters lntorrnrasi. 

pembeidayaarr dan pengawssarr, pendanaan. trak dan kecaybue 

parlisipasi rnasyarahai knard,nus,, penyidikurs dan kelanluas 

pearls 

RUU tentang Somber Days Alt in jugs lelah rnengakoinndir 

kabulohan dan dinandka yang terjadi saat ini, seperti 

a Jaminan kebutuhun pokok rnlnunal sehad-han aebesar 60 ler 

per orang per had: 

b Pengelolaan sistem ingasi sebagai satu kesaluan sluices 

ksingle md(naQarfleni; dan 

c. Perkuatan penyawusan dalam pengelotaan number daya air 

Berdasariran pertimbangan ternebut dl alas dan kayekmsan 

bshwa RUU tantarrg Sumber Duya Air mi lelah melalsi prosns 

perrisahanan yang mendalam. Izinkan Rawi unluk rnswakili 

Presiden Repubhk Indonesia dalarn Rapal Paripumu yang 

terhorrsrat un. desgarr ucaparr ayukui kepada Teiras Yang Make 

Kuaaa dengan mi saya nyalakan bahwa Presides menyatujul 

RUU tentang Sumber Daya Air untuk dlsahkarr menjadi 

Uradang-Undang. 

Sane ucaphan terima kash kepeda seturuh phak yang tetah 

berperars duiem prunes oerrrbahasan RUU ni hir.ggs nrenjadi 

rancangan yang pada has In shun dsahkurr 0mb OPR-RI. Kiranya 

niat oak kda untuk kepentingan dan kematuan bangsa dan Negara 

Kesatuan Repulk lndones,a yang kda clntai ml bisa lnrwujud dun 

didukurrg nick sourrjh rasyat Indenedia 

Para Hadirirn yang terhormat, 

Dernikan Pendapat Akhrr Presides alas RUU tentaog Sunrber 

Daya Air. can bepada Prnpmnan serra aspects Dewan yang 

orSon-car band rv.engucapkan terms kanih dun aprenlaui yang 

netnggl-lnggiryu alas ungara perhatan setanla berlangsurgnya 

pernuahasan RUU ini, 

Serrcga Tuhun Yang Maim Kuana senandasa rnen,dhoi 

segala pengubdman an-sal, dmr lbadah kita dalarn melaksanakar, 

trJyau kbnulitusorral ,n ,  

WaI(ahul nrrssraftg ila aqwamitirffioriq 

Wassalamuataikum waratrrnatullai,j wabarakatutr. 

ATAS NAMA PRESICEN REPUBLIK INDONESIA 
MENTER).$i4kLJM DAN HER ASASI MANUSIA 

,4•SPi!l INDONgSIA. 

NA H. LEOLY 
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Lampiran 7. Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

wil mm  . 

PEDOMAN 
PENYIMPANAN 

DOKUMEN 
TRANSKRIPSI RAPAT 

DI 
BAGIAN RISALAH 

Disusun sIgh 	
aa.dewastama@dprgoid 

Aga Sukma Dew 

CZ 
0516694941 

Qokumen trnskripni rapat merupakan bagian penling dari basil rapat-

rapat DPR RI, sehingga harus disusun secara cepaL balk dan transparan 

serta dapat dipertanggung jawabkan dan dokumen transkripni rapat 

merupakan catatan spat yang disusun secara langkap dan berisi 

soluruhjalonnya pon,bicaraan yang dilakukan dalam rapat. 

Dokumentrnnskripsi napat ,ebagai salah satu output rapat yang 

dihasilkan dad sotiap begiatan rapat di lingkungan DPP Al yang 

meinpunyal peranan panting yallu nonjadi bahan dan mateni dalam 

plusespengambilan keputusan rapat selanjutnya. nionjadi dokumen 

negara, dan sebagai salalt gatu slat bukti tenitadap pronos hukum yang 

tanjadi uaperti jadical reoinw, kas korupsl dan lain-lain. 

Derdasarkan Peraturan Menteri Pendayugunaan Aparatur Negara dan 

Refo.rnasi Birokrasi Nornor 27 lahun 2017 BAR Il Uraian Kegiatan dan 

Haul <aria Banal 7 ayat 26 tugas seorang Asisten Penisalab Leglnlatit 

Toranrpil adalah rnelakukan penyimpanan transkrip rapat 

Tugas penyimpanan dokumen transkripsi rapat meilputi menyiropan 

dokurnen lransknlpsi rapat, menautkan file folder dangan tabel 

penyln,panan dan pencadangan panylrnrpansn dl Cloud OPU RI. 

Mengingat pentingnya poraoan dokunien transknipsi rapat mi, maka 

dalani penymrnpanan dlharapkan momuliki suatu pedoman penyimpanan 

dokumen transkrlpsl rapat agar penyintpanan bits monjadl dokumoo 

yang torvalidasi secara elektil dan elisien. Maka, Ponalis ntombuat 

podoroan penyiropanan dokurnen transknipsi rapat yang dapat 

dijadikan peranjuk untak reelakukan pnnyinnpanan dukunnen 

transkripsl rapat 
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MIIIIIE 
Paratoran Mentaii Pendayagunaan Aparatur Negara don Reformasi 

R(rakrasi NorrIor 27 Tohran 2017 tontang Jabatan IlungOlonal Aaintan 

P8rllaloh LegiIatlf. 

2 Pan Snkrotaris 2enderol Dewan Perwakilon Pakyat Pepubllk 

Indonesia Nornor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Panyusunan 

FOrrnast )abatan Fongsional Asisten Perisalab Legislatif. 

3 Poratraran Snk,otaris 2ondnral Dowan Parwakilan Pakyat Popublik 

Indonosia NornOr 16 Tahran 2018 tontang Petanjuk Pelaksanaon 

)abatan Fungslonal. 

4 Peraturon Snkrntaris 3enderal Dewan Perwakilan Pakyat Popubtik 

Indonesia Nonlor 23 Talran 2018 tentang Stander Konrpetansi 2abatarr 

FongionaI AgiSten Porlsalah LogiIat,f. 

Tujuan dat) pedoman Ini adalab untuk memberikan panduan bag) 

p.gawai yang rnrnnjabat 	bagal Asinten Parisalah Leginlatif dalan 

proses melakukan prosos penyimpanan dokumen transkripsi rapat. 

Kegiatan penyimpanan dokuman transkripsi rapat bertujuan untuk: 

M.n)ngkatkan k)n.rja Asi,te

arr 	

rr per) (oh Lgi,latif Iobih efekili. 

J[J il 	efln)en, akantnbe( d tnr)ntegrasi. 

Pertanggung jawaban perencanoan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan hasil royal. 

P.nghenratan tenrpat peny)rarpanan. 

Sebagal bahan untuk pensbahasan rapat selanja*nya. 

2 Sobugal 5aIah sutu alut bukt) apabila d)butuhknn 

3Sebagai bahan UntlIk penrbuatan r(salah. 

Sebaga) ars)p royal bagi Alal Kelengkaparr Dewan 

EIE!HA 	VUi il 
[tIU 

I Dalam ponyimpanan dokumen transkrlpsl rupat memiuiki knwajlban 

yang harus dilakukan, uebagai berikut 

a Bertanygung jawab dalam melaksanakur, tugasnya. 

Wajib borkoordinasi dnnganalatkalengkapun desoan untuk 

nlelongkupl trunakripul rapat ya:tla bahan lopat ropertl daftar hadir 

pe,ofla rapes, undangan raput. skeflurlo rapat, laporan p050110 

rapat dan lain-lain. 

c.Wajlb rnenylapkan sarana penyimpanan dengan menggunakan 

flaghdink atau hordisk computer yang berknpasitancukup 

Penylrnpanan transkripsl rapat dalam bentuk word (does) don 

kolonykapart bahan dilakukan dlgitalisasi kernudlan dlslmpan 

dalum bentuk pd? 

Wajib nsernbaatan kionifikasl folder penyirfipanan yang tortaut 

pada snboah label penyirnpanan (link). 

I Wajib melakukan ponylnspanan cadangan dampen rnnnggunokan 

cloud DPP 81. 

I Waj(b rrrnnylrrspan dan rrlenjaga data dokanren tranakrip,i I.ngkap 

beserta Informasi yang terkandung di dalamnya serrua) dengan 

katontuan prosedur yang ditatapkan Pirnpanan dan peraturan 

perundangan yang borlaku. 

fr Menjaga kerahaslaun alas inforrnasl rapat. 

2. Ponyirnpanurr dokurnen dllarung rrrclukukan hal borikat 

-1 Mnnycbartaaskaninfornsasl yang terkandung dalanr dokurner. 

transkrlpsi rapat lnngkap knpada khalayak tanpa perlainan. 

4 Mnrr,parjualboiikan irrforrnas( dokarnen transkripsi rapat lengkop. 

Marnranipulasi penolisan transkripsi rapes rrrolalal hauil cakarnan 

rapat. 
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3. P ncada7gan Pnnyirppdndn di C103d DPR RI 

0 

rapat. bular, rapat. dat 

pelaksanaafl rapat . 

- Upluad file dengan 
ptrrnilihan fUn 	t,arrukripui 
dan k.Inngkapan balkan 
rapaf 

Kaain,putan 

Pedoman adalab acoan alan petunjuk untuk nrelaksanakan sesuatu 

kegiatan. Pedornan ml dinusun untuk rnemborikan acuan atau petunjak 

untuk melakukan kuglatan penyirnpanan dokumen transkripsi rapat 

yang dilakukan club Aslsten Pnrlcalatr Legislatif Terarnpll bendasarkan 

togas dan fungai .]abatan Fcngtiunal AtiSfun Porlsalah Lagielatif yang 

ada pada Peraturan Monturi Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Rnforn,ani Birnkrasi Nnrflor 27 Tahoe 2017. 

Padoman penyimp.anan dokumen transkripzi rapat ini terdirl dad sub 

bugian katentuan antonr seorang perekam rapat dan pedonlan 

pnnyirnpanan dokumen transkripsi rapat Pada sub bagian kefentuan 

umurn terdiri dan kewajiban penyimpanan dnkumenl trontknipsi dan 

porbuatanatcu tindakan yang bertnntanyan dengan kewajiban. 

Pad., pedoman penyimpanan dokumen transbrlpsl rapat terdirl dan 3 

tahapan dalam melakukan penyimpanen, yaitu rnenyimpan dokumen. 

menautkan file dengan Label penyimpanan, dan poncadangan 

pnnyirnrpanan di clocd.dpr.go.id . 

Saran 

Setelah penulis menyusun pedoman penylmpanan dokurnen transkripsl 

raput pada Baglan Risalah ini dlharapkan agar podorean penyinipanan 

ni dapat bermanfaat untuk dapat ditindak lanjuti sebagal pedonun 

ponyirnpanan dokornen transkripui rapat yang nantinya dapat menjodi 

acuanatan patunjak baku pada Raglan Rlsalah yang dapat digonakae 

otnh Aoittan Perinalah LagisIatif Tararnpil. 
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Lampiran 8. Jawaban Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 
1. 

KL1133.323 
PRDC+RA'4 fl443Jfl2fi1&'4[310411J3133'4 KRNlKRlrSI RAtS I 

I IV, ;W- 

L .S±l4RA S th,&t.S kp,à RAn, RAi,I.E li.thJI 41 (l,St Rs.J,b Ran. 
t.. 11.11.3 Kt*3h311511 RI 5a ,RAd 	 ,.lq.ts 5.1113.3 

2, 

I 33.111 11..313&3 	 3 .11.811118 jfl .313/3 0.111 332.1.8 [82.1141192 11.1.3 

.113.8.923113 	 3380 	 g .13192 	 Raw' 1.311. 

SI.... R.1p•3 	 ¶çx'w31 3.tln. 
11EV 	 511012.1 111)3.1 XC S 
135318• 	 Rn. 	 1l3/ 	 %0333 ( StOPI 

•... '[ WI92.1I/3w' 

I 1 D.11IS,r,333RnI,.th,.92.,p.4... w, ,.133/.k4.3,18111334 

I 3131.11.3 Iw'I1$ .1p..k fl I.0.b1131834np.l .b.31..k,4.8,./S..3 h.. 

.q.laJlIl.Wi. ,,gn2,..3 SIC XCI 41 

4 3.3833 1.0343[*01192183832 1981.3w' k.2k.p 1.d4.I&i.R..&qlk 

l 1141.181.3: 

I 13.331 S331. 13033/3h311llw'jI41I11I 
II&I#IRaI1.33IkXL 

3.3.113 

h P.1o.3p.. I13S,,. r,#i1  R,p.t 33.3.363.813.3 d.S4,.plb. 

L!' 
T..b1.hwpio,.. 

2. 

111131011 II 

P12103151 P111.V1hIP*l1314 flC6C1IMFllIIIASCSRRIPSI 3115111 

GOIISTV41 

I 	 Ii /319211.11 Lç.92 113111 P.1921811 131.111 II Rnw' R141 S/kIn... 
/dC.I .1,. 33/,.. 1.3/31. 311111 51 SI/C 381.3.3 OIlS 2)311941.39831.51,3833 831$ 

PIOS X3IIII.)3lthfll 3383 

I 5.111.53. .181/C P.1-3831133:923:111  Sqisa 513.341 kIltS, 31.3111*3,310,3.31 £13521 

- 5 

a P1111311111<5100333111 

15=3119.3.5 a=tS.3.3.1101110+ 3314138,31131 
3 1.31:3332331,43/ p.ouOf.lo. 

II 1831 	 11.33 11 	 31011 3.13(33  33311. 9293352313811* Il3 

11.111 311/3 /Cp 	 3.181. 311. 30511/35538531 	 33211.02.3, 

RA.l,RnflSI:Cc1p-1'.l 'j/1.I SwIrl 
3.1.1 	 15551 'OIl S/eli 13 7 051 

AI:flCII  P1101111L111  

3331 

113581...! 011811419 18521 I13pb.r38 1/3! 	 53 4.3 1S.1gI51cb.3 3.3.1031* 
.....,i 	 I 

C 	
l.12.11 m385,555/CRA 38/38 .!SI./3SI .1*4 - 

nS' 04130.3 11o3.RI.'I 	 3. 	 3.41 	 3II.!3,33I** 33*5 

TA 

310511*315 

6 I 	 Tn.192np /332.3 ,51S Ra.11l3432l1I dI324t4I98 1113,3 

T3R3,k.39' *I3.SI*.*Rh1. , .3333. 
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Lampirai 9. Score Hasil Angket Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi 
Rapat 

Skor hasil Mgket Kuisioner 

Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat 

Nomor Butir Kuisioner 
Nomor 

1  2  3 4  6 
Angket 

Va Tidak Va Tidak Va Tidak Va Tidak Va Tidak Va Tidak 

1 	100 0 100 0 100 0 100 0 1000 100 0 

2 	100 0 0 10 100 0 100 C. 100 0 100 0 

3 100 0 100 0 1 	100 0 100 0 100 0 1 	100 0 

100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

6 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

7 100 0 100 0 100 0 1000100 0 100 0 

8 100 0 100 0 100 0 100 0 100 C 100 0 

9 100 0 100 0 100 0 1000 100 C 100 0 

10 100 0 0 100 0 100 100 D 100 CI 100 0 

11 100 0 100 0 100 C 100 0 100 

100 	- 

0 100 0 

12 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 

13 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
14 100 0 0 100 C 100 100 0 100 0 100 0 
15 100 0 100 C. C 100 100 0 100 0 100 0 

Score Total 1500 0 1200 210 1200 300 15CC 0 1500 0 1500 0 

Presentase 100% 80% 80% 100% 100% 100% 
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Lampiran 10. Kartu Kendali Proses Pembimbingan Aktualisasi Antara Peserta dengan 
Mentor dan Coach 

Sekretariat Jenderal dart Badan keahi an 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN..... 
TAHUN 2019 

Nania 	:A (\ 	 Nama Mentor: V. \ 	U( Uum49 
Instansi 	: 

NO. 
Tanggat 

Pembimbingan 
Isu Permasalahan yang 

Dibahas 
I 	Media 

Komunikasi 
Rekomendasi 

Pembimbinaar 
Tanda Tangan 

T o  a2 

ol. UkC 
cL1lMan 	I' 

tka5l"l) 
\1c5L4u; 

1_I 	Ut 	i0c; 
'oot 

94XV4RO t txykc~~," l.uç 'I 
4 Ni C\T kui l'"yli it1  

8 V 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

L14 

(*) Pembimbingan yang sah 
adalah pembinibingan yang 
ditandatangani oleh Mentor 
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Lamplran 3. Kartu Kendall Pemblmbingan Aktualisasl BagI Peserta, Coach dan Mentor 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN ..... 

TAHIJN 2019 

Nama 	A 	Pitti 	Nama Coach: ,4I45, 	C)jM1 ¶RF& 

Iristansi 	kc4 
NIP. 	: C) 	 2ecjokooZ 

1 Ohi 

: 

10 

12 Dst..  

(*) Pembimbingan yang sah 	 Kepala Bidang Pelaksanaan 
adalah p.nbImblngan yang 	 Pusdikiat Seen dan BK DPR RI 
dtandaanganl oleh Coach 

Rusmanto, SH., MH 
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